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ABSTRAK

Renaldi, Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus
Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Figh Jinayah) (dibimbing
oleh Bapak Agus Muchsin dan Ibu Hj. Saidah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak
pidana penganiayaan dikota Parepare yang dilakukan oleh anak dibawah umur
dengan focus analisis putusan nomor 07/Pid.Sus/2016/PN Pre dan untuk mengetahui
bagaimana bentuk analisis figh Jinayah)-nya

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif. Dimana peneliti
didalam pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau
kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi
secara mendalam disetiap instansi hukum yang terkait

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, 1. Dalam penanganan kasus anak
dengan putusan nomor 07/Pid.Sus/2016.PN Pre menunjukan bahwa hakim dalam hal
menangani dan memutuskan perkara nomor 07/Pid.Sus/2016.PN Pre. Penyidikan tiga
tahap penuntutan, penangananya sangat relevan dengan peraturan perundangan yang
berlaku, hakim menggunakan kitab undang-undang hokum pidana (KUHP) yaitu
pasal 351 KUHP ayat 2) kemudian terdakwa, berusia 17 tahun dikategorikan anak
dibawah umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu: undang undang
no 11 tahun 2012 tentang system pradilan anak (SPPA) maka hakim memberikan
sanksi % dari ancaman orang dewasa orang dewasa yaitu 2 tahun 4 bulan dan
penanganan tersebut tidak terlepas dari undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang
pengadilan anak.2. jika ditinjau dari analisis Figh Jinayah maka kategori anak
dibawah umur adalah belum berumur 15 tahun, menurut kesepakatan para ulama
dianggap belum cakap dalam bertindak dan tidak dibebankan hokum, maka anak
yang melakukan jarimah diserahkan kepada orang tuanya diberikan sangksi
pendidikan (taddabiyah). Jika usianya 17 tahun dalam Islam maka anak tersebut
dikategorikan mukallaf maka perbuatan jarimah yang dilakukan harus dipertanggung
jawabkan jika anak melakukan jarimah penganiayaan maka hukuman dikenakan
adalah gishas.

Kata Kunci : (Figih Jinayah), anak dibawah umur dan tindak pidana penganiayaan
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel beriku:

Huruf Arab Nama huruf latin Nama

) Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba B Be

O Ta T Te

S Tha Th te dan ha

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Dhal Dh de dan ha

) Ra R Er

) Zai Z Zet

oA Sin S Es

B Syin Sy es dan ye
U= Sad S es (dengan titik di bawah)
U= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za % zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik ke atas

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

3 Qaf Q Qi

<l Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

8] Nun N En

E) Wau W We

A Ha H Ha

e Hamzah . Apostrof

S Ya Y Ye

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

tanda (°).
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah I I
i Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= fathah dan ya Al adani
5 fathah dan wau Au adanu

Contoh :

X kaifa

BEEN . Haula
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3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
o /i fathah dan alif B a dan garis di
- atau ya A atas
~ I dan garis di
7 kasrah dan ya I atas
; ~ u dan garis di
K) dammah dan wau U atas
Contoh:
e : Mata
=Y :Rama
Ja - Qali
S50 : Yamiitu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah [t].

b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].

c. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut
terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh :
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JakY) 455 Raudah al-atfal
Ala@) 4354 : Al-madinah al-fadilah
L& Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :
G5 Rabbana

s Najjaina
3 Al-Hagq
zall Al-hajj

FEX Nu “‘ima

e ‘Aduwwn

Jika huruf « ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :
ES ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
e ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang
ditransilterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah

maupun huruf gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
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yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contohnya :

Sl : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
a35  : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)
iady  : Al-Falsafah

A - Al-Biladu

. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :
43546 : Ta’muriina
¢ An-Nauw’

i

¢~ ! Syai’un

&5a: Umirtu

. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an),

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur’an
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Al-Sunnah qabl al-tadwin
Al-ibarit bi ‘umum al-latz Ia bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (&)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa

huruf hamzah.

Contoh :
4 (g Dinullah 4L Billagh
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh :
dl4aa; a8 Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman
Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang
(al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasiil
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lalladhrbi Bakkata mubarakan
Syahru ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nazir al-Din al-Tust
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Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:

Abii al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abi
al- Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abii al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abi Zaid, ditulis menjadi: Abi Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abii )

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

1. Swit = subhanahu wa ta’ala

2. Saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam

3. as. = ‘alaihi al-sallam

4. ra = radiallahu ‘anhu

5. QS.../...4 = QS. Al-Bagarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
6. HR = Hadis Riwayat

7. KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana

8. UU = Undang-Undang

9. SPPA = Sistem Pradilan Pidana Anak

10. LPAS = Lembaga Penempatan Anak Sementara

11. LPKS = Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial
12. LPKA = Lembaga Pembinaan Khusus Anak

13. PN = Pengadilan Negeri

14. BAPAS = Balai Pemasyarakatan
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C. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

: Jarimah
- Qisas

: Diyat

. Ta’zir

: Syarah

: Maisir

: Ar Rad wa Man’u
: Ulil amri
: Jinayah

: Uqabah
: Hudud

: Maqasid Asy-

syar_iah

XXi



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, setiap
anak tak luput dari kesalahan, kesalahan yang sering dilakukan dapat berupa
perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tak
jarang yang menggangu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang
melakukan kesalahan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan
dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamza pidana adalah
sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik
harus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.'

Kedudukan anak didalam lingkungan hukum adalah sebagai subyek
hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok
masyarakat yang berada didalam kasus hukum, anak sebagai penerus bangsa
yang masih dalam perkembangan fiksik maupun mental, justru seringkali
melakukan kejahatan yang melanggar hukum dan akhirnya berujung pada
hukuman penjara. Terdapat tiga faktor dominan tejadinya tindak kriminal
yang dilakukan oleh anak antara lain; Pertama Anak melakukan kejahatan
dipengaruhi oleh faktor wusia tidak dapat lagi dipisahkan dari tindakan
kejahatan karena pada dasarnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak
itu di batas umur yang belum dewasa melakukan sebuah tiindakan yang
menyimpang pada cenderung tidak lagi mempertimbangkan sebab-akibat

yang dapat terjadi contoh kejahatan penganiayaan yang sering terjadi

! Andi Hamza, Terminologi Hukum Pidana, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 119



perkelahian yang dapat menimbulkan kematian dikarenakan emosional yang

belum stabil dan cenderung labil tidak memikirkan dampak yang terjadi.

Kedua faktor keluarga memiliki pengaruh besar terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh anak karena merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat
dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat
pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam
pembentukan karakter seseorang anak. Menurut Moelyanto, broken home,
mengakibatkan anak sering melakukan kenakalan, terutama sebab perceraian atau
perpisahan orantua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak,
anak tidak lagi menjadi prioritas utama dan dibiarkan begitu saja, sehingga besar

peluang indikasi buruk untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang.

Ketiga faktor lingkungan tempat tinggal anak. Lingkungan dapat memberikan
pengaruh besar tehada tindakan-tindakan yang dilakukan anak, Anak yang lahir
lingkungan yang buruk bergaul dengan teman yang telah dewasa yang seringkali
membentuk pola perilaku menyimpang didalam masyarakat dan orang tua tidak
menaruh perhatian akan pendidikan maka kemungkinan besar anak juga akan
tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik. Di beberapa lingkungan yang terkenal
dengan tindakan kriminalnya, seorang anak yang berhasil melakukan tindak

pidana bahkan diapresiasi dan diberikan pengakuan secara sosial.?

% Wegiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.20.

® Ririn Nurfaathirany Heri, Anak Pelaku Tindak Pidana, (Jurnal Office, Vol. 2 No.2, 2016), h.
118.



Keempat faktor pendidikan sangat berperan penting dalam hal pola perilaku
anak dibawah umur, sebagai tindakan preventif sekolah harus benar-benar serius
mencegah tindak kekerasan dengan mengarahkan pada perdamaian melalui tiga
komponen utama, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Peran guru

mendidik dengan menyampaikan nilai-nilai dan pengajar ilmu pengetahuan.’

Seorang anak yang melakukan kejahatan tentu memerlukan perhatian
khusus karena hal tersebut sangat berkaitan dengan moralitas para generasi
bangsa, penagdilan dalam hal ini merupakan instansi hukum yang menangani
masalahn hukum perlu memberikan perhatian khusus pada kasus yang
melibatkan anak untuk itu pengadilan harus memberikan sanksi yang paling
tepat dan mempertimbangkan kelangsungan hidup bagi anak sebagai generasi
masa depan bangsa.

Adapun penanganan anak dalam tindak pidana diatur secara khusus
dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Anak dan
Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengenai ketentuan
umum di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan
Pidana Anak (SPPA). Ruang lingkup penanganan anak dalam undang-undang
ini yaitu Sistem Pradilan Anak yang mencakup keseluruhan proses
penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap
penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani putusan
hukum tetap sedangkan di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang

perlindungan anak dalam Undang-undang ini yang di maksud dengan anak

*Ahmad Nurcholish, Peach Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur, (Cet. I; Jakarta:
PT. Gramedia, Anggota IKAPI, 2015), h. 25.



adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di
dalam kandungan, dan yang di maksud perlindungan anak yang dimaksud
adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindugan
dari kekerasan dan diskriminasi,” sedangkan di dalam ketentuan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 anak adalah orang yang dalam perkara anak
nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur dan belum
pernah kawin.’Sedangkan yang diatur di dalam KUHP mengenai anak adalah
jika kejahatan itu di ancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara
seumur hidup, maka dihukum penjara paling lama lima belas tahun dan
hukuman tambahan sebagaimana pada ayat 3 bahwa hukuman tambahan
tersebut dalam pasal 10 yaitu hukuman mati tidak di berlakukan pada anak.’
Pradilan pidana anak tidak terlepas pada pendidikan, rehabilitasi sehingga
cepat atau lambat setelah menjalani hukuman anak dapat kembali
berkehidupan secara normal bukun justru mengakhiri masa depannya.
Penanganan tindak pidana merupakan sesuatu yang harus dipertanggung
jawabkan dan harus bermanfaat bagi anak, setiap penanganan pidana, diupaya
untuk tidak menimbulkan penderitian, kerugian mental, fisik maupu beban
sosial anak, mencegah akibat-akibat yang tidak diniginkan dan sifatnya
merugikan, dalam pemidanaan harus diperhatikan yaitu keadilan adalah dasar

dari penanganan pemidanaan pada anak setiap tindakan dinilai tidak hanya

> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1, h. 3
® Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anlak, Pasal 1, h.1
" R Soesilo, Kitab Undnag-undang Hukum Pidana (KUHP),(Sukabumi: 5 Januari 1998), h. 62



berdasarkan aspek keadilan saja melainkan juga sifat kerukunan yang akan
dicapai karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan
merupakan tindakan pada anak nakal yang harus mempertanggung jawabkan
perbuatanya.

Penilaian anak nakal tidak selalu didasarkan pada bentuk psikis pada
waktu kenakalan dilakukan akan tetapi dapat dilihat pada kemampuan mereka
dalam melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan yang
berlaku apakah berhak untuk menerima pidana dari tindakan pidana yang
mereka lakukan.® Kita dapat melihat representasi dari tindak kejahatan yang
di lakukan anak yang di kategorikan di bawah umur melakukan tindak pidana
tiap-tiap tahunya sebagaimana data yang diperoleh dari pihak kepolisian
Parepare.

Fakta hukum di wilayah kota Parepare jumlah kasus kejahatan yang
dilakukan oleh anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana
penganiayaan terjadi setiap tahun tercatat mulai dari tahun 2016 hingga 2020
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebanyak 70 kasus.
2016, 22 kasus, 2107, 20 kasus, 2018, 5 kasus, 2019 , 12 kasus dan 2020

sebanyak 11 kasus.®

Tentu hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor termasuk faktor lingkungan
seperti kasus yang terjadi di tahun 2016 yang menjadi latar belakang dilakukan
penelitian, pada hari minggu tanggal 15 Mei 2016 pukul 1:30 dini hari, di café

Ladies, kampong Jati Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, kota Parepare,

®Maidin Gultom, Perlindungan Anak dalam Sistem Pradilan Anak dilndonesia, (Cet,l,Bandung:
Rafika Aditmaa, 2008), h. 124.

° Aipda Dewi Noya, SH.,Kanit PPA Polres Parepare, wawancara di Polres Parepare 2 Maret
2021.



terjadi penganiayaan dimana pada saat korban melerai pelaku yang sedang
berkelahi dan pada saat itu pelaku langsung menikam korban dengan
menggunakan badik sebanyak 1 kali sehingga korban mengalami luka tikam di

bagian perut sebelah kanan.

Melihat hal tersebut, anak sebagai pelaku tindak pidana tentu membutuhkan
perhatian dan penanganan khusus. Meskipun terlibat dan melakukan tindak
pidana, mekanisme pradilan anak secara khusus dan berbeda.’® Sehingga dalam
memberikan sanksi harus mempertimbangkan kelangsungan hidup anak dan tidak
terlepas dari pendidikan dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat setelah
menjalani hukuman anak dapat kembali berkehidupan secara normal bukan justru

mengakhiri masa depanya.

Penanganan anak dalam hukum Islam memiliki persamaan dalam menangani
kejahatan anak dengan penanganan yang diterapkan di Indonesia, dari sisi
keadilan dan tujuan pemberian tindakan/hukuman terdapat kesamaan seperti
penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan, dalam
penerapan sanksi yang mengutamakan pendidikan (ta dibiyyah), rehabilitasi
pemidanaan, merupakan suatu tindakan-tindakan mengambarkan kaidah-kaidah
Islam, (maghsidu as-syariah) yakni menajaga keturunan. Dalam hukum Islam
penanganan anak dilakukan dengan menggunakan berbagai metode anataranya
metode fa’lim metode yang lebih menanamkan pemahaman terhadap anak,

metode tahrib yaitu metode yang memberikan rasa takut kepada anak dan metode

%pysat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1995), h. 176.



taqrib yaitu metode yang meberikan anak pendidikan dan pemahaman sesuai

dengan tuntunan syariat Al-Quran dan Hadis.

Seseorang tidak di bebankan untuk melaksanakan syariat Islam atau dalam
pembebanan hukum (taklif) sebelum ia cakap dalam bertindak hukum, para ulama
ushul figh sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang baru bisa di berikan
pembebanan hukum (taklif) apabila telah memenuhi dua unsur yaitu mampu

memahami kitab syar’i dan cakap bertindak hukum (ahliyya).

Pembebanan hukum (taklif) pada anak harus memperhatikan usia dan masa
perkembangan berpikir karena dalam hukum Islam para fugaha sepakat anak
mengalami fase kemampuan berpikir yaitu, masa tidak adanya kemampuan
berpikir semenjak anak dilahirkan hingga berumur 7 tahun anak yang melakukan
perbuatan jarimah pada usia ini diberikan sanksi sengan cara di kembalikan
kepada orang tuanya, masa kemampuan berpikir lemah pada usia 7 tahun hingga
15 tahun anak yang melakukan jarimah pada usia tersebut hanya diberikan sanksi
berupa ta’'dabiyyah atau pendidikan dan masa kemampuan berpikir penuh pada
usia 16 hingga 18 tahun anak yang melakukan perbuatan jarimah pada usia ini
sudah termasuk ketegori mukallaf maka pembebanan hukumnya sesuai dengan

pebuatan yag dilakukan.™

Diharapakan penegakan hukum dalam hal ini harus memberikan sanksi yang
setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar hukum benar-benar
ditegakkan sesuai dengan kedudukannya akan tetapi aparat penegak hukum juga

harus memperhatikan perimbangan-pertimbangan lain yang komperhensif dalam

1 Ahmad Azhar Basyir, ‘Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam’, (Yokyakarta: Ul
Press, 2000), h. 47.



menajatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak yang
masih dibawah umur, karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera
pada terhdap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi
perbuatanyaa dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut
melainkan juga harus memperhatikan kepentingan kelangsungan hidup dan
kesejahtraan anak, terutama masa depanya maka dari pada itu penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Anak di
Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare

(Analisis Figh Jinayah)”

B. Rumusan masalah
Agar tujuan ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan pada dua
persolan yang perlu diteliti lebih lanjut, agar penelitian ini mengarah pada
persoalan yang akan dituju maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai
berikut:
1. Bagaimana penanganan tindak pidana anak di bawah umur terhadap kasus
penganiayaan di pengadilan Negeri Parepare?
2. Bagaimana analisis figh jinayah dalam penanganan tindak pidana anak di
bawah umur terhadap kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Mengetahui bagaimana bentuk penanganan hukum terhadap tindak pidana anak
di bawah umur terhadap kasus penganiayaan .
2. Mengetahui bagaimana bentuk analisis Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah

terhadap penanganan anak di bawah umur terhadap kasus penganiayaan.



D. Manfaat Penelitian
Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan
terutama dalam ruang lingkup hukum pidana Islam dan juga memberikan
konstribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan
melakukan penelitian yang berkaitan tentang penanganan anak dibawah umur
yang melakukan tindak pidana penganiayaan, terkhususnya bagi mahasiswa

IAIN Parepare, dari hasil penelitian ini dapat diharapkam dapat mrmberikan

manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Dari segi teoritis, agar dapat memberikan pandangan teoritis bagi
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam hukum
pidana Islam, diharapkan tulisan ini dapat menjadi refrensi tambahan bagi para
akademisi atau kalangan yang berminat dengan kajian yang sama.

2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi instansi
terkait, terutama bagi para penegak hukum dalam rangka penerapan supermasi
hukum, juga dapat dijadikan sumber informasi dan refrensi bagi para
pengambil kebijakan guna mengambil dan memutuskan langkah strategis
dengan menganalisa sisi hukum pidana Islam dalam penerapan dan penegakan
hukum.Bagi masyarakat luar penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber
informasi dan refrensi untuk menambah pengetahuan.

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang analisis hukum Islam mengenai

penaganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti terdahulu mengenai saksi pidana bagi anak yang mencuri di bawah
umur diantaranya: Kajian terdahulu dilakukan agar dalam melakukan penelitian
ini tehindar dari plagiasi, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berkatan
deengan topik dalam penelitian ini:

Penelitian pertama berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anak
terhadap ibunya oleh, Lu’luul Munawaroh 2018 dengan judul Analisis Pidana
Islam Penganiayan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Nganjuk Nomor:50/Pid.Sus/2016/PN.Njk). Dalam penelitian ini dibahas
mengenai pertimbangan hakim tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada
ibunya yang diberikan putusan oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan alternatif
kedua jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Hakim
memberikan hukuman berupa pidana penjara selama tiga bulan kepada terdakwa
atas perbuatan penganiayaan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan
yaitu terdawa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan telah terjadi
perdamaian antara kedua pihak. Berdasarkan analisis hukum pidana Islamnya,
sanksi yang diberikan kepada terdakwa Jarimah penganiayaan anak kepada
ibunya. Dalam perkara ini majelis hakim memberikan sanksi berupa yang
berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama tiga bulan.*

Penelitian kedua berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anak

terhadap anak oleh Muhammad Alif Putra dengan judul Tinjauan kriminologis

2 Lu’luul Munawaroh, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Anak kepada

Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor :50/Pid.Sus /2016/PN.Nj), (Skripsi; UIN
Ampel Surabaya, 2018), h. 67.
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Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Anak
dikota Makassar. Dalam penelitian penulis mengungkapkan bahwa dalam
penyelesaian kejahatan penganiayaan yang dilkukan oleh anak terhadap anak yang
ada dikota Makassar, pihak kepolisian khususnya unit yang menangani masalah
anak yakni Sat Reskim Polrastabes Makassar mengacu pada Undang-undang
tentang perlindungan anak, KUHP dan KUHAP, adapun proses penyelesaian yang
dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus tindak pidana penganiayaan dan
tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak dibagi kedalam penyelesaian penal
atau melalui hukuman penjara dan melalui non penal serta nir penal yaitu melalui
mediasi dan pendidikan kepada anak tersebut.*?

Penelitian ketiga berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana penganiayaan
dengan pelaku anak oleh Tiara Wulandari dengan judul Diversi dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak ditinajau dari
Presfektif Hukum Islam. Dalam penelitian penulis proses penyelesaian perkara
No0.03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng di pengadilan Negeri Wonogiri juga sudah
sesuai dengan hukum Islam karena dalam proses penyelesaian hukum islam
tentang penanganan kasus anak adanya istilah pengampunan dengan mengunakan
asas pemberian maaf, ketentuan pemaafan dalam hukum pidanaislam tidak
menghapus/menghilangkan pemidanaan, tetapi hanya meringankan pemidanaan.
Para ulama sepakat tentang dibolehkannya pengampunan dalam gishas sehingga
demikian qishash menjadi gugur. Da Tri Wulandari, “Diversi Dalam
Penyelasaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak Ditinjau dari

Presfektif Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng Di

3 Muhammad Alif Putra, “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang
Dilakukan oleh Anak terhadap Anak Dikota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2012)”, (Skripsi
Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 56.
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Pengadilan Negeri Wonogiri)”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Pidana Islam
(Jinayah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2019), h. 115.lam gishash ini boleh
meminta imbalan yang lebih besar dari pada diyat. Juga boleh dengan cara tunai
atau utang dengan jenis diyat. Dengan syarat disetujui (diterima) pelaku. Dalam
kasus ini pihak pelaku memberikan ganti rugi kepada pihak korban sebesar
Rp.20.000,000,00, dan pihak korban menerima ganti rugi tersenut dengan jalur
damai, sehingga hukumannya diganti menjadi ganti rugi (diyat).*

Walaupun banyak penelitian-penelitian atau judul skripsi yang berkaitan
dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur akan
tetapi berbeda dengan penelitian yang menjadi pokok pembahasan penulis kali ini
yaitu lebih terfokus kepada penanganan hukum anak dengan mengunakan
pendekatan analisis figh Jinayah yang akan di harapkan dapat memberikan
perbandingan hukum dalam penanganan anak.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangaka teori maupun konsep-
konsep yang diajukan sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan objek
penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Pemidanaan
Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan
pidana terhadap anak yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana
itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa

yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang

' Tri Wulandari, “Diversi Dalam Penyelasaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku
Anak Ditinjau dari Presfektif Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng Di
Pengadilan Negeri Wonogiri)”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas
Syari’ah IAIN Surakarta, 2019), h. 115.
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melakukan tindak pidana.Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu
pernyataan apakah dasar pembenaran penjatuhan pidana itu diadakan justru
untuk melindungi kepentingan hukumnya.'® Pemidanaan secara dapat diartikan
sebagai pemghukuman, tentu penghukuman yang dimaksud adalah penjatuhan
pidana dan alasan-alasan pembenaran  (Justification) dijatuhkannya
pidanaterhdapa seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan
hukum tetap (Incracht van gewijsde) dinyatakan sah dan terbukti melakukan
tindak pidana. Pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan yang diberikan
kepada masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana
diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kesejehteraan dan pidana
adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima
kembali didalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana itu adalah
memberikan keadilan.® Maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa
teori pemidanaan sebagai berikut :
a. Deterrence

Berbeda dengan pandangan restributif yang memandang penjatuhan sanksi
pidana dijadikan sebagai pembalasan semata, maka deterrence melihat adanya
tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan, yaitu tujuan
yang lebih bermanfaat, sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan oleh Muladi
dan Barda Nawawi Arif bahwa, pidana dijatuhkan bukan (quai peccatum est)
karena orang melakukan kejahatan melainkan (ne peccatum) supaya orang

jangan melakukan kejahatan.'’

Andi Marlina, Buku Ajar Hukum Pidana, (Cet. I; Cv. Pena Persada, 2019), h. 105.

16 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah
(Jakarta: Kencana, 2003), h. 259 .

7 Andi Marlina, Buku Ajar Hukum Pidana, (Cet. I: Cv. Pena Persada, 2009), h. 107.
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b. Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukan dalam sub kelompok deterrence karena
memiliki tujuan pemidanaan, dalam pandangan Andrew Ashworth menyatakan
bahwa sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana
yang berbeda dengan pandangan deterrence, bila tujuan tujuan utama dari teori
deterrence adalah melakukan tindakan preventif terjadinya kejahatan, maka
rehabilitasi lebih memokuskan diri untuk menformasi atau memperbaiki
pelaku.®

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena
dimana puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah
bersalah melakukan tindak pidana.*®
c. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial terpecah menjadi dua pemaknaan, pemahaman yang
radikal (ekstrem) dan moderat (reformis). Filippo Gramatica merupakan tokoh
utama berpaham radikal, dia berpdangan bahwa hukum perlindungan sosial
harus mengantikan hukum pidana yang ada sekarang.Tujuan utama dari teori
ini adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan
pemidanaan terhadap perbuatanya.*’Hukum perlindungan sosial
mengsyaratkan penghapusan pertanggung jawaban pidana (kesalahan)
digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yakni
adanya seperangkat aturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk

kehidupan bersama sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

¥Andi Marlina, Buku Ajar Hukum Pidana, h. 107.

“Chaerul Huda, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggung
Jawaban Pidana, (cet.l: Jakarta, 2011), h.129.

2Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, h. 106.



15

Pandangan moderat dikemukakan oleh Marc Ancel yang menjelaskan
bahwa setiap masyarakat mengisyaratkan adanya tertib sosial, yaitu
seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan
untuk kehidupan bersama tetapi sesua dengan aspirasi warga masyarakat pada
umumnya oleh karena itu, peranan dari hukum pidana adalah kebutuhan yang
tidak dapat dikesampinkan dalam suatu sistem hukum.?

2. Teori Qishash

Qishash dalam Al-Qur’an merupakan salah satu bentuk hukuman yang
diperintahkan Allah kepada umat Islam. Secara literal, gishash merupakan kata
turunan dari gassa-yaqussu-gassan wagasasan. yang berarti menggunting,
mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya dan membalas.?> Raghib al-
Asfahani mengatakan, bahwa gishash berasal dari kata yang berarti “mengikuti
jejak”.2® Dalam istilah hukum Islam, gishash adalah hukuman yang dijberikan
sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai atau

24 jalah

merusak anggota badan berdasarkan ketetapan yang diatur oleh syara
mengambil pembalasan yang sama. Qishash itu tidak dilakukan, jika yang
membunuh memperoleh maaf dari ahli waris yang terbunuh, maka wajib untuk
membayar diat (ganti rugi). Pembayaran diat diminta dengan baik, misalnya
dengan cara tidak mendesak dan menganiaaya hendaklah membayarnya

dengan cara-cara yang baik pula, misalnya tidak menangguhkannya dan tidak

“'Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, h. 45.

2 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok
Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 1210.

“Raghib al-Asfahani, Mu "jam Mufradat Alfaz al-Quran, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 419.

% Abdul Mujib, Kamus Istilah Figih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 278.
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mengurangi jumlah diat, karena balasan terhadap perbuatan baik adalah dengan
berbuat baik pula.”®

Qishsash dilakukan dalam hal yang sama misalnya jiwa dengan jiwa, mata
dengan mata dan lain sebagainya, sebagaimana ayat di bawabh.

Allah Swt berfirman di dalam Q.S. Al-Maidah 5/45.

‘__p.u]‘) u.ﬁyu UJY\} QJJ\}[LI QJJ\}“} u.\ajb u.\aj\j u.ns.\n_\ u.ns.\l\ u‘\.@.\ﬁeé_\k; Lu.\Sj
uﬂueﬁ

Terjemahnya

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa
nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,
telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya
(balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu
(menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan)
menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang
zalim.

Qishash anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak
pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan.
a. Syarat-syarat Qishash

Hukuman gishash wajib dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

1) Orang yang membunuh sudah balig dan berakal.

2) Pembunuh bukan bapak dari yang dibunuh.

3) Orang yang dibunuh tidak kurang derajatnya yaitu: agama, merdeka,

anak dan bapak, orang kafir.
4) Yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya, Islam, atau

dengan perjanjian yang telah ditetapkan.?

% Aidh al-Qarni, Tafsir al-Muyassar, (Jakarta: Qisthi press, 2008), h. 165.
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b. Hikmah Qhisash
Hikmah dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukuman yang sangat
menjaga, serta menjaga kehormatan jiwa manusia. Perilaku perbuatan
penganiayaan diancam dengan gisahas baik yang terkait pada al- Jinayah ala
ma dunan nafsi (tindak pidana yang merupakan perusakan anggota badan
ataupun menghilangkan fungsinya kendalinya) dan akan menimbulkan banyak
efek positif yang terpenting diantaranya adalah:
1) Dapat memberikan kepada kita bahwa keadilan harus ditegakkan.,
2) Dapat memberikan keamanan dan ketertiban
3) Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengandung
pertumpahan darah.
3. Teori Diyat
Diyat (iéé ) secara etimologi berasal dari kata “wada-yadi-wadyan wa
diyatan” (523 w2 (23 43 ). Bila yang digunakan mashdar wadyan (L35 )
berarti saala (J& = mengalir) yang dikaitkan dengan lembah. Akan tetapi, jika
yang digunakan adalah mashdar (iée ), berarti membayar harta tebusan yang
diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (Jinayah). Bentuk
asli kata diyat (iée ) adalah widyah (3-33; ) yang dibuang huruf wau-nya.?’ Diyat
secara terminologi adalah harta yang wajib ka-rena suatu kejahatan terhadap

jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.

Sayid sabiq berpendapat sebagai berikut:

%6 Sulaiman rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003). h. 431.
#" paisol burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2015, h. 54
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Diyat merupakan sejumlah harta yang dibebani kepada pelaku, karena
terjadinya perbuatan jarimah (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan
kepada korban atau walinya.”®

Diyat terbagi menjadi dua bagian yaitu diyat mugholladzah dan diyat
mukhaffafah, yang dimaksud diyat mugholladzah adalah seratus ekor unta,
yakni: 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun ke empat (higgah), 30 ekor
unta betina umur empat tahun masuk tahun ke lima (jaza 'ah) dan 40 ekor unta
yang sedang bunting (Khalafah). Sedangkan diyat mugholladzah adalah
sebagai ganti rugi hukuman gishash yang dimaafkan terhadap pembunuhan
sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku.

Diyat penganiayaan dalam diyat penganiayaan secara detail, dapat Kita
lihat sebagai berikut:?*

a. Mengenai pelukaan pada kepala, yaitu:
1) Mudhihah (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta (50 dinar), jika
muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar.
2) Hasyimah (luka sampai pecah tulang), diyatnya 10 ekor unta (100 dinar).
3) Munaqgilah (luka sampai tulang melesat), diyatnya adalah 15 ekor unta
(150 dinar).
4) Mukmumah (luka samapai kulit tengkorak), diyatnya adalah 1/3 diyat.
5) Jaifah (pelukaan anggota badan), diyatnya adalah 1/3 diyat.
b. Mengenai menghilangkan anggota badan.
1) Telinga, diyatnya % kalau 2 telinga diyatnya penuh.

2) Mata, masing-masing setengah diyat.

83ayid sabiq, Figh As-Sunnah, Juz 11, Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan 1, 1980. h. 429.
# Marsun. Jinayat (Hukum Pidana Islam). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press,
1988, h.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Kelopak mata, masing-masing ¥ diyat.

Hidung, diyat penuh.

Bibir, masing-masing setengah diyat.

Lidah, satu diyat penuh

Gigi asli yang tak berkuyah, satu gigi diyatnya lima ekor unta.

Rahang, untuk setiap rahang diyatnya adalah setengah diyat.

Tangan, untuk setiap tangan setengah diyat. Diperhitungkan dari
pergelangan tangan. Kalau hanya menghilangkan jari, diyatnya 5 ekor

unta.

10) Kaki, sama dengan diyat tangan.

11) Putting susu, untuk setiap putingnya adalah setengah diyat.

12) Dua buah pelir, diyatnya sama dengan putting susu.

13) Dua buah pelir, diyatnya sama dengan putting susu. Dzakar, satu diyat

penuh.

14) Dua buah pinggul, diyatnya sama dengan putting susu.

15) Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah diyat

16) Penyanyatan kulit, satu diyat penuh.

Diyat melenyapkan manfaat anggota badan:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Akal, diyatnya satu diyat penuh.

Pendengaran, diyatnya satu diyat penuh.

Daya pandangan, pada setiap mata setengah diyat
Penciuman, diyatnya satu diyat penuh.
Kemampuan berbicara, diyatnya satu diyat penuh
Lenyapnya suara, diyatnya satu diyat penuh.

Lenyapnya perasaan, diyatnya satu diyat penuh.
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8) Lenyapnya rasa pengunyahan, diyatnya satu diyat penuh.

9) Lenyapnya kemampuan inzal, wajib satu diyat.

10) Lenyapnya perempuan untuk berketurunan, wajib satu diyat.

11) Lenyapnya kemempuan bersetubuh, wajib satu diyat,

12) Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak bias sampai pada Rahim,

wajib satu diyat.

13) Lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh wajib satu diyat.

14) Lenyapnya daya berjalan, wajib satu diyat.

Teori diyat relevan dengan penanganan hukum anak dalam kasus
penganiayaan sebab anak dalam hal ini tidak mampu memepertanggung
jawabkan perbuatanya, anak yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan
dengan syara’ maka hanya diberikan sanksi tindakan seperti pengajaran atau
pendidikan, di kembalikan kepada orang tuanya dan tetap dikenakan sanksi
perdata yaitu membayar diyat oleh orang tuanya sebagai konsekuensinya dari
perbuatanya. Diyat yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan
anaknya. Jika anak melakukan penganiayaan maka sanksi yang diberikan
adalah diyat jarimahn ghisash.

C. Tinjauan Konseptual
Sebagai alur pada penelitian ini maka peneliti memetakan beberapa variable
pengertian dari judul yang ditelti “Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah
Umur Terhadap Kasus Penganiayaan”. Penelitian berfokus di pengadilan Negeri
Parepare dengan nomor putusan 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pre di diharapkan
untuk memberikan petunjuk terhadap peneliti terutama dalam hal mengurai

rumusan masalah dari judul tersebut.
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1. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki
satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan
memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam
melakukan sesuat. Penaganan juga dapat dapat berarti proses, cara, perbuatan
menangani sesuatu yang di alami.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya
(sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).*

2. Tindak Pidana

SR Sianturi mengemukakan pengertian tindak pidana sebagai suatu
tindakan pada suatau tempat, waktu, keadaan tertentu, yang dilarang atau
melanggar keharusan dan diancam pidana oleh perundang-undangan serta
melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan seseorang
yang mampu  bertanggung jawab.Tindak pidana adalah  suatu
pelanggarannorma atau ganguan terhadap ketertiban hukum yang berlaku
dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku,
dimana penjatuhan hukuman terhdapap pelaku tersebut adalah demi terjaganya
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, didalam KUHP tindak
pidana dikenal dengan istilah strafrecht dalam kepustakaan tentang hukum
pidana mengunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang yang
merumuskan suatu undang-undang hukum pidana mengunakan istilah

peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.*!

**Departemen Pendidikan Nasional, Kasus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa. h.1

1 Alam A.S, Pengantar Krminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, h. 79.
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Tindak pidana merupakan suatu istilah yuridis, lain halnya dengan
tindakan atau perbuatan jahat atau tingkah laku yang bertentangan dengan
undang-undangan pidana. Maka dari pada itu perbuatan atau tindak yang
bertentanan dengan undang-undang harus di hjndari dan barang siapa yang
akan melangarnya akan dipidanakan, jadi laranan-larangan dan ketentuan
tersebut yang harus ditaati oleh setiap warga negara yang sudah termaktub
didalam peraturan perundang-undangan.*

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.
Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau
yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segalah sesuatu yang
terkandung didalam hatinya. Unsur objektif merpakan unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dimana tindakan pelaku itu
dilakukan sesuai dengan niat awalnya, sesuai yang seharusnya ia lakukan.
Perbuatan pidana sendiri terbagi dari beberapa macam yaitu delik formil, delik
materil, delik dolus, delik culpa, delik aduan dan delik politik.*

Penganiayaan

Penganiayaan termaktub didalam buku kedua bab XX mulai pasal 351
sampail pasal 358 kitab Undang-undang Hukum Pidana, demikian dalam
undang-undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa
yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena itu tidak adanya pengertian
yang dijelaskan dalam undang-undang ini maka para ahli hukum pidana

Indonesia, dalam membahas pengertian yang dijelaskan dalam undang-undang

1996),

*2| amintang.P.A.f Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti,
h. 7.

% Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 60.
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ini maka para ahli membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada

rumusan Memorie Van Toel cicting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud

dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau
kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana yang dimaksud ada, Kkarena
penganiayaan sebagaiamana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa,

penganiayaan ringan dan penganiyaan berat dan penganiyaan Yyang

direncanakan terlebih dahulu.

a. Penganiayaan Biasa, di jelaskan didalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana Pasal 351 KUHP penganiyaan biasa yang dapat juga disebut
dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar dari ketentuan Pasal 351
KUHP umumnya dan hakikatnya semua penganiayaan yang bukan
termasuk penganiayaan berat dan bukan pula penganiayaan ringan.
Mengamati pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa yaitu:
penganiyaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun
kematian dan dihukum pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan dan denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Penganiayaan ringan termaktub didalam pasal 352 KUHP, dijelaskan
bahwa penganiayaan ringan diancam dengan hukuman penjara tiga bulan
atau dengan sebanyak tiga ratus rupiah apabila tidak masuk didalam
rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, tidak berakibatkan sakit dan
menghalangi seseorang dalam menjalankan jabatan atau pekerjaanya.
Adapun unsur-unsur penganiyaan ringan adalah bukan berupa

penganiyaan berencana, bukan penganiyaan berencana, bukan pula
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penganiyaan yang dilakukan kepada orang tuanya yang sah atau istri dan

anaknya.

c. Penganiyaan Berat yang termaktub didalam pasal diatur didalam pasal 354
KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain,
diancam penjara paling lama delapan tahun, jika perbuatan tersebut
mengakibtakan kematian maka yang dinyatakan bersalah diancam dengan
penjara paling lama 10 tahun.

Penganiyaan dalam Islam, Tindak pidana Islam istilah penganiyaan bisa
disebut sebagai jarimah pelukaan. Didalam kamus Al-Munjid diterangkan
bahwa pelukaan adalah kata dari jarah yang berarti “shaqq ba’ad badanih”
adalah meyakiti sebagian anggota badan manusia, dari arti pelukaan tersebut
bahwa jarimah pelukaan adalah perlakuan yang dilakukan seseorang untuk
menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Menurut M.H. Tirtamidjaya,
menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang
lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang
lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang
lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untul
menambah keselamatan badan. Ada dua jenis pengelompokan untuk
menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat kesengajaan dan dari
segi objeknya (sasaranya):

a. Dilihat dari segi niatnya
Tinjau dari segi niat pelakunya tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi
dua bagian yaitu tindak pidana penganiyaan dengan sengaja dan tindak

pidana penganiayaan tidak disengaja.
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Menurut Abd Al-Qadir Audah tindak pidana penganiayaan dengan sengaja
adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau sesuatu hal yang
melawan hukum. Maksudnya adalah seseorang dengan sengaja melakukan
perbuatan tindak pidana dan perbuatanya tersebut membuat orang lain terluka,
misalkan seseorang dengan niat memukul orang lain dan membuat anggota
badannya terluka.Sedangkan perbuatan jarimah penganiayaan tidak sengaja
menurut Abd Al-Qadir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatnya
tapi tidak memiliki niatan untuk melukai seseorang dan tidak memiliki niatan
untuk melawan hukum. Misalkan seseorang melempar mangga namun dengan
tidak sengaja batu tersebut membuat orang lain terluka.

b. Tindak pidana penganiayaan dari segi objeknya

Beberapa jenis yaitu penganiayaan pad anggota badan dan sejenisnya
(atraf), menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap
utuh dan Al-Shajjaj atau pelukaan khusus pada wajah dan kepala. Sedangkan
apabila ia diberi sanksi penjara (menurut hukum positif) maka ia diganti
dengan membayar diyat (denda yang Dberfungsi sebagai t“awud untuk
menjamin keterpeliharaan (ismah) jiwa yang terbunuh.

4. Anak

Dalam hukum positif Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum
dewasa (Minderjarig/person under age), orang yang masih dikategorikan di
bawah umur atau keadaan di bawah umur (Minderjarig heid/Inferiority) bisa
disebut anak yang berada pada pengawasan wali (Minderjarig under voordij).
Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi kronologis
menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk

keperluan apa hal ini juga dapat mempengaruhi batasan yang di gunakan untuk
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menentukan umur anak, pengertian anak dapat dilihat dari peraturan aturan
perundang-undangan No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah
seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melakukan
pernikahan.®*

Ketentuan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan
Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum berumur 12 tahun tetapi belum
berumur 18 tahun yang dianggap melakukan tindak pidana dan anak yang
menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah
anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental
dan kerugian ekonomi atau yang dialaminya sendiri.

Manurut Abdul Qadir Audah, anak dapat ditenttukan bahwa laki-laki itu
belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid atau ihtilam (bermimpi
hingga mengeluarkan air mani), dan belum pernah hamil.®

Sedangkan menurut Jumhur Fugaha bahwa kedudukan anak laki-laki dan
anak perempuan sama tentang kedewasaanya yaitu keluarnya sperma dan telah
haid serta terlihatnya kecerdasan.*

Ada beberapa alasan ulama memberikan batasan umur kepada anak. Hal

ini berdasasrkan hadist nabi yaitu:

i o jsiall e a3 Ge AR g% U4 Al 4le A L A O
A sy s ladl (e 5 LG a2 (e

** Abdussalam,Hukum Perlindungan Anak, (Restu Agung, Jakarta 2007) h 5.
> Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ al Jina’i al —Islami, Juz I, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al
limiyah, 2001), h. 603 .

*® Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz 11, (t.p.: Wahriyai al-Kitab al — Arabiyah, t.t.), h. 211.
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Artinya:

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga
hal; anak kecil sampai dia mencapai akil baligh, orang yang tertidur sampai dia
terjaga dan orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh”.*’

5. Figh Jinayah

Pada dasarnya segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau
makhluk, dilarang oleh agama dan tindakan tersebut diistilahkan tindakan
kejahatan (Jinayah atau jarimah), karena tindakan itu menyalahi larangan
larangan Allah, artinya pelakunya durhaka terhadap Allah. Semua tindakan
yang dilarang Allah dan pelakunya diancam dengan ancaman hukuman tertentu
itu secara khusus disebut Jinayah atau jarimah. Pengertian dari istilah jarimah
mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, pengertian tersebut terbatas pada
perbuatan yang dilarang.

Allah Swt berfirman dalam QS.al-Bagarah/2: 169,

VIR O3 Y e dl e 1305 1 oLl ¢ 3L, 28500 1

Terjemahnya

Sesungguhnya (setan) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta
mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.®

AIIah berfirman dalam QS.al-An’am/6: 151.

Umyjuu&wm)sujmm)s “wesggf&wﬁudﬂ SN RO

V3 ol s e ek L im0 15058 Y § aibb 55 LA dM e 2KV
\oupgd«émjﬁa@wm\eﬁg\wwm

*” Sunan Al-Hafid Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qaswini lbn Majjah, Sunan Ibn
Majjah Juz, No.2041
** Departement Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 26.
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Terjemahnya

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa
yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya
dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah
membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,)
‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” Janganlah
pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang
tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah,
kecuali dengan alasan yang benar.266) Demikian itu Dia perintahkan
kepadamu agar kamu mengerti.

266) Yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti kisas, hukuman mati bagi
orang murtad, dan rajam.*

Beberapa pendapat para ulama tentang jarimah:

a. Menurut al-Mawardy, kata jarimah diartikan sebagai perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan Allah mengancamnya dengan
hukuman had atau za zir.*°

b. Menurut Abd al-Qadir ‘ Awdah, kata jarimah diartikan sebagai: sebutan
bagi tindakan yang diharamkan oleh syara, baik perbuatan yang
merugikan jiwa, harta atau lainnya.**

c. Menurut Sayyid Sabiq, kata jarimah diartikan sebagai setiap perbutan
yang dilarang oleh hukum syara’ untuk melakukannya. Perbuatan yang
dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh syara’ yang apabila
dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa,

kehormatan dan harta benda.*?

% Departemenet Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 149

“Al-Mawardy, al-Ahkam al-Sultaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), h. 219.

*Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tashri’ al-Jina’iy al-1slamy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 4.
*2 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah 10, h. 7
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Pengertian jarimah adalah larangan-larangan Syara™ (yang apabila
dikerjakan) diancam Allah Swt dengan hukuman had atau fa’zir. Dengan
demikian, istilah uqubah, jarimah, dan Jirayah adalah istilah lain yang ada
dalam hukum pidana Islam. Istilah tersebut menjadi istilah sentral dalam studi
hukum pidana Islam. Dilihat dari sanksinya, dalam hukum pidana Islam
terdapat dua bentuk hukuman, yaitu:

a. Hukuman yang berbentuk hudud, yaitu segala macam tindak pidana

yang sanksinya ditentukan oleh nash Al-Qur“an dan Hadis.

b. Hukuman yang berbentuk hukuman ta zir, yaitu tindak pidana yang
sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad
Hakim.*®

Perbuatan Jarimah tentu banyak macam dan ragamnya. Namun secara
garis besar dapat Kita bagi ditinjau dari berat ringannya hukuman.

a. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had.
Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara*”
dan menjadi hak Allah Swt dan hak masyarakat. Dengan demikian
ciri khas Jarimah Hudud adalah:

Hukumanya tertentu dan terbatas, hukumannya telah ditentukan oleh
syara™ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukum tersebut
merupakan hak Allah Swt semata-mata, atau kalau ada hak
manusia disamping hak Allah Swt maka hak hal Allah Swt yang

lebih menonjol. Pengertianya sebagaimana yang dikemukakan oleh

* Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah (Bandung:
Pustaka Setia, 2013), h. 17.
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Mahmud syaltut adalah sebagai berikut “hak Allah Swt adalah
suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak
tertentu bagi seseorang”.44
Relevansinya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah Swt disini
adalah bahwa hukuman tersebut tidak bias dihapuskan oleh perseorangan
(orang yang menjadi korban atau keluargannya) atau oleh masyarakat yang
diwakili oleh Negara.
Jarimah Hudud terbagi tujuh macam antara lain sebagai berikut:
1) Jarimah zina
2) Jarimah Qadzaf (menuduh berzina)
3) Jarimah khamr
4) Jarimah pencurian
5) Jarimah hirabah
6) Jarimah Riddah
7) Jarimah al-bagyu (pemberontakan)
b. Jarimah Qishash dan Diat
Jarimah qishash dan diyat adalah Jarimah yang diancam dengan
hukuman gishash atau diyat. Baik gishash maupun diyat adalah
hukuman yang sudah ditentukan oleh syara“. Perbedaannya
dengan hukuman had bahwa had merupakan hak Allah Swt (hak
masyarakat), sedangkan gishash dan diyat adalah hak manusia
(individu). Jarimah gishash dan diyat ini hanya ada dua macam

yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

* Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Islam Fikih Jinayah, h. 17.
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c. Jarimah Ta zir
Jarimah Ta zir merupakan Jarimah yang perbuatanya diancam dengan
sanksi ta zir . Ta’zir juga diartikan 4r Rad wa Al Man "u, artinya
menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah yang
dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi ta’zir adalah hukuman
pengajaran atas dosa (jarimah) yang belum ditentukan
hukumannya oleh syara“. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa
hukuman ta ’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara
melainkan sankinya diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri,
baik penentuannya maupun pelaksanaanya.* 7a'zir adalah jenis
uqubah pilihan yang telah ditentukan dalam ganun yang bentuknya
bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan
terendah.*®
Dalam Figh Jinayah terdapat asas-asas hukum pidana Islam yaitu:
1) Asas legalitas
Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada
pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-
undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Q.S Al-

Israa“/17:15 ;
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Terjemahnya

**Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, h.1-2.

%6 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, h. 2.
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Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat
petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat,
sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa
dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami
mengutus seorang rasul.*’

Ayat yang di atas, mengandung arti bahwa alquran diturunkan
olen Allah Swt kepada Nabi Rasulullah Saw supaya menjadi
peringantan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukum) kepadamu.
Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam yang termaktub
didalam Al-Quran diturunkan oleh Allah Swt, Kepada Nabi
Rasulullah Saw.

2) Asas memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan
manusia, yang baik maupun yang buruk akan mendapatkan
imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat didalam Q.S Al-

Muddatssir/74:38 :

vA i S0 L i K
Terjemahnya
Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.*®
3) Asas praduga tak bersalah
Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa
seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus

ditangkap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti

*’ Departement Agama Ri,Al-Aliyy Al-Qur"an Dan Terjemahanya, h. 284.
*® Departement Agama RI, Al-Qur“an Dan Terjemahnya, h. 577
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yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.
Asas ini di ambil dari ayat-ayat Al-Qur*an yang menjadi
sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan
kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

Dalam presfektif figh Jinayah bahwa, untuk membuktikan
kebenaran dari gugatan merupakan tugas dari penggugat,
sebab menurut asal dari segala urusan itu diambil yang
lahirnya. Maka wajib atas orang yang mengemukakan
gugatannya atas sesuatu yang lahir, untuk membuktikan

kebenaran gugatannya itu.

Secara khusus anak ialah seseorang yang dilahirkan dari hasil perkawinan
antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak melekat bahwa
seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan
pernikahan tetap dikatakan anak.”® Dalam pandang agama khususnya agama
Islam, anak merupakan makhluk yang naif dan mulia, yang keberadaannya
adalah atas kehendak Allah swt dengan melalui proses penciptaan.®

Menurut Syari*“at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua
perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena
itu kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui
hidupnya, mulai dari kelahiranya sampai dengan masa memiliki kedua perkara

tersebut.

* Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Soumatera Law Review 2.2 (2019).

% pAl, APPAL. "Pendidikan agama islam." Jurnal, diakses pada (1997)
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Para ulama mengatakan bahwa masa anak itu terbagi ada tiga yakni
sebagai berikut:
a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir
Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7
(tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai
kemampuan berfikir, dan disebut dengan “anak belum-tamyiz”. Sebenarnya
kemampuan berfikir (tamyiz) tidak terbatas kepada usia tertentu, karena
kemampuan berfikir bisa saja timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan
kadang-kadang terlambat berdasarkan perbedaan orang, lingkungan dan
keadaan mentalnya.”*
b. Masa kemampuan berfikir lemah
Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia
kedewasaan (baligh), dan kebayakan fugaha membatasinya dengan usia 15
(lima belas) tahun. Apabila seseorang anak telah mencapai usia tersebut,
maka ia dianggap telah dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam
arti yang sebenarnya.
c. Masa kemampuan berfikir penuh
Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau
dengan kata lain setalah mencapai usai 15 (lima belas) tahun atau 18
(delapan belas) tahun. Berdasarkan perbedaan dikalangan para fugaha, pada
masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-
jarimah yang diperbuatnya.
Seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa dapat dilihat dari

pendapat Imam Syafi’i, mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15

> Ahmad Hanafi, Asas- Asas Hukum Pidana Islam,
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tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah
ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun
maka sudah dianggap dewasa.

Imam Abu Hanifah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia 18
(delapan belas) tahun, dan menurut satu riwayat 19 (Sembilan belas) tahun.
Pada masa tersebut, seseorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban
pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi
pengajaran. Pengejaran ini meskipun berupa hukuman juga, akan tetapi
tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagi hukuman pidana
dan oleh karena itu jika anak tersebut melakukan berkali-kali perbuatan
jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, maka ia tidak dianggap
pengulangan kejahatan (recidivist).>

Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Pemabatasan tersebut sangat diperlukan karena jangan sampai terjadi
kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk menentukan
apakah kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum. Karena bisa saja
seorang anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun menunjukkan kemampuan
berfikir, tetapi ia dianggap belum tamyiz. Sehingga perbuatan jarimah yang

dilakukan oleh anak dibawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman.

>2Ahmad Hanafi, Asas- Asas Hukum Pidana Islam.
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Teori Diyat

Hasil Penelitian

1.1. Gambar Kerangka Pikir



BAB IlI
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam proposal skripsi ini merujuk pada
penulisan karya ilmiah skripsi yang di terbitkan di IAIN parepare. Tanpa
mengabaikan buku-buku metodologi lainnya, metode penelitian dalam buku tersebut,
mencakup beberapa bagian, yakni penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus
penelitian, jenis dan sumber data yang di gunakan, teknik pengumpulan data, dan
teknik analisis data.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fied research). Apabila
dilihat dari jenisnya, penelitian ini mengunakan data kualitatif, fied resarc,
literature yang dijadikan rujukan adalah dokumen dan wawancara.

Selain itu jenis pendekatan bersifat fenomenologi kauntitatif, yang bertujuan
untuk mengambarkan sifat dan karakter suatu induvidu, gejala, keadaaan
kondisisi kelompok tertentu. Fenomena dan studi kasus yang digunkan penulisan
dalam menganalisis pencurian yang di lakukan anak di bawah umur.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini yang akan di lakukan kantor pengadilan Negeri Enrekang dan
penelitan ini di lakukan dalam rangka rentang waktu kurang lebih dua bulan.
1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan

di kantor Pengadilan Negeri Parepare.

37
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2. Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Parepare Kelas Il

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI PAREPARE KELAS Il
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Gambar 2: Struktur PN Parepare

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4. Sejarah dan Profil Pengadilan Negeri Parepare Kelas |1
Pengadilan Negeri Parepare berasal dari Pengadilan Swapraja
(Hindia Belanda) pada tahun 1950 dialihkan menjadi Pengadilan Negeri
Kelas 1 B yang wilayah hukumnya meliputi Barru, Pinrang, Sidenreng
Rappang dan Enrekang, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor
29 Tahun 1959 terbentuklah daerah-daerah tingkat Il yaitu Kabupaten
Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan
Kabupaten Enrekang pada tahun 1970 dengan berdasarkan Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuaasaan



kehakiman maka dibentuklah Pengadilan Negeri masing-masing daerah
Kabupaten antara lain:

1) Pengadilan Negeri Barru berkedudukan di Kabupaten Barru

2) Pengadilan Negeri Pinrang berkedudukan di Kabupaten Pinrang

3) Pengadilan Negeri Enrekang berkedudukan di Kabupaten
Enrekang.

Setelah pemekaran wilayah hukum seperti yang diatas maka
Pengadilan Negeri Parepare diturunkan menjadi kelas 11 sampai sekarang
dan pada tahun 2004 Pengadilan Negeri Parepare diusulkan kembali
menjadi kelas | B namun sampai sekarang belum ada realisasinya, oleh
karena itu kami mengusulkan kembali Pengadilan Negeri Parepare kelas
Il untuk di naikan menjadii kelas | B, karena Parepare adalah kota
terbesar kedua setelah kota Makassar.

Adapun pejabat ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak berdirinya

sampai sekarang adalah sebagai berikut;

a. SUPARJO, S.H. (1980-1983)
b. SULEMAN, S.H. (1983-1986)
¢. MARIJO, S.H. (1986-1989)
d. SONHAJI, S.H. (1991-1993)
e. YUDO SUMARTO, S.H. (1993-1995)
f.  BURAHAN, S.H. (1995-1996
g. SANTAR SEMBIRING, S.H. (1996-1997)
h. HJ. RUSTIAH, S.H. (1997-2000)
i. HJ. ROSMINA, S.H (2000-2006)

j. SUMARTONO, S.H. (2006-2008)
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k. DIDIK SETYO HANDONO, S.H.,M.H. (2008-2010)
l. USMAN, S.H. (2010-2011)
m. R.MOH.FAJARISMAN, S.H. (2011-212)
n. YUSWARDI, S.H. (2012-2014)
0. SALMAN ALFARIS, S.H. (2014-2016)
p. HJ. ANDI NURMAWATI, A.H.,M.H. (2016-2018)
g. SAMSIDAR NAWAWI, S.H.,M.H. (2018-2020
r. KHUSNUL KHATIMAH, S.H.,M.H. (2020-Sekarang)

5. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parepare Kelas 1l

Vvisi ?-ngqﬂhmuw Parepare: vt o L
S5 %nauuung rqmjudny- W Peradilan yang Aguu..;: =

Gambar 3: Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parepare
6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Parepare Kelas Il
Adapun yang menjadi tugas pokok dari Kantor Pengadilan Negeri

Parepare Kelas Il adalah sebagai berikut;
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a. Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)

1)

2)

3)

4)

5)

Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas
perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang
diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
Mengadakan pengwasan dan pelaksanan tugas, tingkah laku hakim,
panitera, sekeretari, pejabat structural dan fungsional serta perangkat
administrasi pradilan didaerah hukumnya.
Menjaga agar penyelengaraan pradilan agar tetap terselengara
dengan seksama.
Melakukan pengawasan rutin terhadapan pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang di perlukan baik bagi hakim
ataupun seluruh karyawan.
Sebagai kawak Mahkama Agung, dalam melakukan pengawasan.
Yaitu:
a) Penyelenggaraan pradilan dan pelaksanaan tugas hakim dan
kepanitraan
b) Masalah-masalah yang timbul
c) Maasalah tingkah ~ laku perbuatan hakim, pejabat
kepaniteraan, sekertaris dan jurusita di wilayah hukumnya
d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk
diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkama Agung
e) Memberikan izin berdasarkan kententuan Undang-undang
untuk membawa keluar dari ruang kepanitraan, daftar,

catatan risalah, berita acara perkara
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f) Menetapkan panjar biaya perkara dalam hal pengugat atau
tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk

beracara secara prodeo atau tanpa membayar perkara.

b. Wakil Ketua

1)

Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasianya

2) Mewakili ketua bila berhalangan.
3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
4) Melakukan pengawasan internal (Sebagai koordinator hakim
pengawas bidang) untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah
dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku
serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
c. Majelis Hakim

1) Perkara Perdata

a.

Menerima berkas perkara dari kepaniteraan perdata untuk
dipelajari dan bermusyawarah dengan Majelis untuk menetapkan
hari sidang.

Terlebih dahulu mengupuyakan perdamaian diantara para pihak
yang berperkara melalui mediasi.

Melakukan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai ketentuan
hukum acara yang berlaku.

Menetapkan perlu tidaknya meletakan sita jaminan, memeriksa
saksi ahli atau pemeriksaan setempat.

Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara

persidangan dan menandatanganinya sebelum siding berikutnya.
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Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum
diucapkan dipersidangan.

Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti
minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding atau
kasasi.

Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala putusan hukum
yang sedang berkembang, seperti hasil rakenas atau rakerda

maupun buku-buku yang diterima dari Mahkama Agung RI.

2) Perkara Pidana

a)

b)

d)

f)

9)

Menerima berkas perkara dari kepaniteraan untuk dipelajari dan
memusyawarhkan dengan majelas guna menetapkan hari sidang.
Dalam hal terdakwah ditahan menetapkan perlu tidaknya
mengeluarkan penetapan penahanan lanjutan, menangguhkan
penahanan atau merubah jenis penahanannya.

Melaksanakan pemeriksaan perkara dipersidangan sesuai dengan
ketentuan hukum acara yang berlaku.

Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara
persidangan dan menandatanganinya sebelum siding berikutnya.
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan.
Menyiapkan dan memfaraf naskah putusan lengkap sebelum
diucapkan.

Menandatangani putusan yang telah diucapkan dipersidangan.
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h) Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti
minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding atau
kasasi.

i) Dalam hal terdakwahnya anak-anak (peradilan anak)
menghubungi BISPA dan orang tua terdakwah agar menghadiri

persidangan.

J) Secara berkala ikut serta dalam forum penentuan antar penegak

hukum (diljampol).
k) Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum
yang sedang berkembang, seperti hasil rangkes atau rakerda

maupun buku-buku yang diterima dari Mahkama Agung RI.

d. Kepaniteraan

1)

2)

3)

4)

5)

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan
mengatur tugas wakil panitra, para panitra muda, panitra pengganti,
serta seluruh pelaksana dibidang tekhnis Pengadilan Negeri
Parepare.

Panitera, wakil panitra, panitra muda dan panitra pengganti bertugas
membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan.

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang
diterima dikepaniteraan.

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-
undang yang berlaku.

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,

putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan
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pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat lainnya

yang disimpan di kepaniteraan.

Jurusita

1)

2)

3)

4)

5)

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan,
ketua sidang, dan panitera.

Melaksanakan pemanggilan atas perintah ketua pengadilan atau atas
perintah hakim.

Menyampaikan ~ pengumuman-pengumuman,  teguran-teguran,
protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-
cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan
teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat
yang sah apabila menyita tanah.

Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN

setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

Sekretaris

1)

2)

3)

Sekretaris bertugas menyelanggarakan administrasi umum, mengatur
tugas para kepala sub bagian, pejabat administrasi umum, serta
seluruh pelaksana dibagian kesekretariatan Pengadilan Negeri
Parepare.

Sekretaris selaku kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
penggunaan anggaran.

Sekretaris selaku kuasa pengguna barang bertanggungjawab atas

keberadaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
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4) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan sub
bagian perencanaan/tekhnologi informasi/, pelaporan, kepegawaian/
organisasi/ tata laksana dan keuangan/ umum dalam rangka
memberikan pelayanan administrative dalam lingkungan Pengadilan
Negeri Parepare berdasarkan peraturan undang-undang.

5) Mengkordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
Kementrian Dan Lembaga (RKAKL) sebagai bahan penyediaan
dana kegiatan dan dana pembangunan.

6) Mengkoordinir pelaksanaan laporan System Akutansi Instansi
Berbasis Akural (SAIBA) dan system informasi manajemen dan
akutansi barang milik Negara (SIMAKBMN).

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tekhnologi Informasi Dan Pelaporan

1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan
hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksana kegiatan.

2) Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi
guna memperoleh hasil kerja yang optimal.

4) Menyiapkan konsep naskah bidang perencanaan, tekn informasi dan
pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menujang

kelancaran pelaksanaan tugas.
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7)

8)

9)
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Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil
rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka
penyusunan anggaran pendapatan belanja di lingkungan pengadilan
Negeri Parepare.

Menghinpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program
kegiatan dari masing-masing sub bidang sesuai ketentuan yang
berlaku.

Menyusun laporan, pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, IT
dan pelaporan kepada sekretaris sebagai desar pengambilan
kebijakan lebih lanjut.

Menginventarisisi  permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan, IT
dan pelaporan serta menyampaikan bahan tidak lanjut untuk
penyelesaian masalahnya.

Membuat Laporan Akuntasi Kinerja Pemerintah (LAKIP), Rencana
Strategi (RENSRA), Rencana Kinerja Tuhunan (RKT), Indikatir
Kerja Utama (IKU), dan Laporan Tahunan (LT).

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan atau

sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian

perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

Kepala Sub Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

1)

2)

Membuat usul pemberian kartu pengawai bagi CAPEG yang telah
dinanggkat Pegawai Negeri Sipil.
Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK bagi

pegawai negeri.
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4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS
kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi
calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Meyiapkan penyelegaraan sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan
jabatan.

Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.

Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan structural.
Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.

Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.

Mengusulkan DUK dan Bezetting pegawai dalam pengadilan negeri.
Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti,
kenaikan gaji berkala, pension dan lain-lainnya yang berkaitan

dengan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

1)

2)

3)

4)

5)

Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk
dengan system kartu kredit untuk mempelancar penerimaan
informasi.

Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar
penyampaian informasi.

Mengklasifikasikan arsip di lingkungan peradilan negeri.
Menyelengarakan urusan Kkearsipan dengan mengatur kegiatan
penyedian, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan
arsip surat-surat dan kantor.

Menyelegarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam

keadaan siap untuk digunakan.
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6) Menyelengarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas
sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.

7) Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk
keperluan setiap bulan.

8) Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor,
gedung kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih
untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.

9) Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk
melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.

10) Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.

11) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas
dalam rangka kelancaran tugas.

12) Mengkoodinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan
penyedian dana kegiatan (LKKAR).

13) Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.

14) Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja.

15) Melakukan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

16) Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan
anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.

17) Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum
atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan
verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang

telah disediakan.
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C. Waktu Penelitian
Waktu penelitian kurang lebih 2 bulan untuk pengumpulan data dan
informasi di masing-masing-masing Instansi hukum terkait, Polres Parepare,
Kejaksaan Negeri Parepare dan Pengadilan Negeri Parepare, tentu
disesuailkan dengan kebutuhan penelitian.
D. Fokus Penelitian
Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan melaksanakan penelitian
tentang ‘“Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus
Penganiayaan di Kota Parepare (Analisis Figh Jinayah).
E. Jenis dan Sumber Data
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden
ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam
bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.®® Dalam penelitian lazim
terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data perimer atau data dasar (primary data atau basic data) ini diperoleh
lansung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian
yang dilakukan, baik melalui media wawancara, observasi, maupun laporan
dalam dokumen yang tidak resmi lalu diolah oleh peneliti.>* Dan juga bahan
hukum primer yakni dari perundang-undangan, kitab Algur’an dan hadist dan

beberapa buku yang berkaikan dengan penangan anak.

%3Joko Subagyo, Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek), (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.
87.

> Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, (Ul-Pers, Cet.Ke 111 Jakarta 2008), h. 12
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2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,hasil penelitian dalam
bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data
sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta
melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:
a. Kepustakaan
b. Interne
F. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian ini
untuk bertujuan mendapatkan data, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk
mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini.
Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan
ini adalah:
1) Wawancara
Wawancara (Interview) merupakan alat pengumpul informasi dengan
cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan
tatap muka antara pencari informasi dan sumber informsi. Data penelitian ini
penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau
berangkat dari kebenaran yang bersifat umuum mengenai sesuatu fenomena dan

menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang
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berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. *° Adapun tahapan
dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah seabgai berikut:
1) Reduksi Data

Tekhnik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal
pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian
membuang data yang dianggap tidak penting.

2) Penyajian Data (data display)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari
data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan
pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi
kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senatiasa akan
terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan
pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu

kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

>> Saifuddin Azwar, Metedologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Kasus
Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare

Pengambilan informasi mengenai proses-proses penanganan yang dilakukan
dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur,
peneliti dalam melakukan penelitian mengunakan metode penelitian wawancara,
bahwa dalam hal ini ada 12 pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yaitu
hakim pengadilan negeri Parepare. Dalam proses wawancara ini peneliti
mendapatkan beberapa keterangan mengenai penanganan yang di lakukan oleh
penegak hukum oleh anak yang melakukan tindak pidana dengan putusan No 07
Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pre. tentang penganiayaan yang menyebabkan luka
berat.

Atas pengaruh dari sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak
pidana hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-
ikutan meskipun demikian tetaap saja hal itu merupakan tindakan pidana.
Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu diperhatikan
perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.>® Beberapa
ketentuan yang mengatur secara khusus dalam penanganan anak diataranya;
Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak
(SPPA), Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan
Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dalam Undang-

undang (SPPA) secara rinci mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan

*® Bilher Hutahean, Penerapan Sanksi Pldana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, (Jurnal
Yudisial Vol.6.No.1 April 2013: 64-79), h.65
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anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap pemeriksaan hingga tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Undang-undang No 35 Tahun
2014 tentang perlindungan anak dalam Undang-undang ini yang di maksud
dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang
masih di dalam kandungan, dan yang di maksud perlindungan anak merupakan
segala kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya yang
melekat padanya agar tetap dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindugan dari kekerasan dan diskriminasi.>’ Undang-undang Nomor 3 tahun
1997 dalam pasal 26 menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat di jatuhkan
kepada anak nakal paling lama %2 dari ancaman pidana penjara orang dewasa.*®

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ada
beberapa ketentuan di dalam pasal 10 KUHP yang di ikuti, dan membuat sanksi
tersendiri dalam penanganan anak, pidana pokok yang dapat di jatuhkan pada
anak nakal terdapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997
yaitu;

1. Pidana penjara

2. Pidanan kurungan

3. Pidana denda

4. Pidana pengwasan
Pada pasal 10 di dalam KUHP yang bersikan pidana pokok yaitu;

1. Pidana mati

2. Pidana kurungan

>’ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 26, h. 5
*® Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, h. 3
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3. Pidana denda

4. Pidana pengwasan

5. Pidana tutupan®®

Namun dalam ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 ada bebera
poin di dalam Pasal 10 KUHP yang dihilahkan sebagaimana yang dijelaskan
dalam pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak. Anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun semur hidup
akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal sepuluh tahun dan jenis
pidana baru di dalam ketentuan ini adalah pidana pengawasan yang tidak
terdapat di dalam KUHP, adapun pidana tambahan bagi anak nakal dapat
berupa; perampasan barang tertentu dan pembayaran gant rugi.®

Sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini diklasifikasikan
berdasarkan umur si anak yaitu anak yang berumur 8 tahun hingga 12 tahun
hanya dikenakan sanksi tindakan sedangkan anak yang umurny adalah 12 tahun
hinggal8 tahun maka akan di jatuhkan sanksi berupa pidana tentu perbedaan
tersebut berdasar atas pertummbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial
anak. Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa sanksi
tindakan yang diberikan kepada anak yaitu;

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asu.

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan

dan pelatihan kerja

>? Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10, h.1
® Bilher Hutahean, Penerapan Sanksi Pldana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, (Jurnal
Yudisial Vol.6.No.1 April 2013: 64-79), h. 71



56

3. Menyerahkan kepada departemen atau organisasi kemasayarakatan yang

bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja. **

Sedangkan di dalam KUHP sendiri pidana mati tidak boleh diberlakukan
kepada anak jadi pada pasal 10 KUHP mengenai ketentuan umumnya pidana
mati itu di hilangkan untuk anak. Menurut pasal 45, bahwa terhdapa seseorang
yang belum dewasa yang dituntut pidana karena melakukan suatu perbuatan
ketika umurnya 16 tahun maka hakim dapat menentukan tiga kemungkinan
diataranya; pertama memerintahkan agar anak di kembalikan kepada orang
tuanya, waliya atau pemeliharaanya, tanpa dipidana apapun. Kedua
memerintahkan agar diserahkan kepada pemerintah tanpa ada pidana apapun
dengan pasal-pasal tertentu yang di perbuat, ketika menjatuhkan pidana. Apabila
hakim memilih yang ketiga yaitu dengan menjatuhkan pidana, menurut pasal 47
terdapat dua kemungkinan, pertama dalam hal tindak pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, maka hakim menjatuhkan pidana yang berat atau lamanya
adalah maksimun pidana pokok yang di ancamkan pada tindak pidana yang
dilakukan itu dikurangi sepertiga. kedua dalam hal kejahatan yang di ancam
pidana mati atau penjara seumur hidup maka tidak dapat dijatuhi pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup, melainkan hakim menjatuhi pidana penjara
selama-lamanya 15 tahun.

Penanganan yang termaktub dalam pendekatan yuridis normatif anak itu
tidak terlepas pada pendidikan atau rehabilitasi karena setelah anak menjalani
masa hukumannya, sangat di harapkan kembali berkehidupan secara normal
bukan justru sebaliknya, merusak masa depan anak. Penanganan yang dimaksud

adalah sesuatu yang wajib dipertanggung jawabkan dan harus bermanfaat bagi

® Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 24, h. 5
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anak, setiap penanganan pidana yang dilakukan, itu diupayakan tidak
menimbulkan penderitian, kerugian mental, fisik maupu beban sosial bagi anak,
mencegah akibat-akibat yang tidak diniginkan dan sifatnya merugikan, dalam
pemidanaan anak yang harus diperhatikan adalah, pertama keadilan karena hal
ini merupakan dasar dari penanganan pidana bagi anak karena setiap tindakan iu
dinilai tidak hanya berdasarkan aspek keadilan saja melainkan juga sifat
kerukunan yang akan dicapai karena dalam kerukunan tersebut dapat tercermin
nilai-nilai keadilan, kemudian yang kedua adalah pemidanaan hal in haruslah
jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku karena merupakan tindakan pada
anak nakal yang harus mempertanggung jawabkan perbuatanya, penilaian anak
nakal tidak selalu didasarkan pada psikis pada waktu kenakalan dilakukan tetapi
terutama pada kemampuan mereka dalam mempertanggung jawabkan
perbuatanya yang melanggar hukum.®

Melihat objek penelitian penulis mengenai penanganan pidana anak
sebagaimana di ungkapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang secara
menangani perkara pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai
beriku; menurut Bonita, SH mengungkapkan bahwa anak yang melakukan
tindak pidana itu secara khusus di atur secara rinci dalam Undang-undang
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Anak (SPPA) dan KUHP selama
tidak bertentangan dengan Undang-undang anak, anak yang berkonflik dengan
hukum dalam peraturan perundang-undangan itu dibawah 18 tahun yang akan di
limpah pada perkara anak karena hukumanya berbeda dengan orang dewasa

seperdua dari hukuman orang dewasa, sebelum anak melakukan kejahatan itu

%2 Maidin Gultom, Perlindungan Anak dalam Sistem Pradilan Anak di Indonesia,( Cet:l
Bandung: Rafika Aditma, 2008), h. 124.
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dipastikan bahwa ada alasan-alasan atau faktor yang menyebabkan sehingga
anak melakukanm perbuatanya, apapun tindak pidanaya baik penganiayaan
maupun persetubuhan;® diantaranya pertama faktor usia tidak dapat lagi
dipisahkan dari tindakan kejahatan karena pada dasarnya tindakan kekerasan
yang dilakukan oleh anak itu di batas umur yang belum dewasa melakukan
sebuah tindakan cenderung tidak lagi mempertimbangkan sebab-akibat yang
dapat terjadi contoh kejahatan penganiayaan yang sering terjadi perkelahian
yang dapat menimbulkan kematian dikarenakan emosional yang belum stabil
dan cenderung labil tidak memikirkan dampak yang terjadi.

Kedua faktor keluarga yang memiliki pengaruh besar terhadap tindak pidana
yang dilakukan oleh anak karena merupakan suatu lingkungan yang dianggap
sangat dekat dengan anak, maka dari pada itu tempat pembentukan karakternya
pertama kali terdapat di lingkungan keluarga sendiri untuk itulah keluarga
merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seseorang anak.
Menurut Moelyanto, menyebabkan anak sebagian besar cenderung melakukan
kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orantua yang sangat
mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak, anak tidak lagi dihiarukan dan
dibiarkan begitu saja, sehingga besar indikasi melakukan tindakan-tindakan yang
menyimpang.®*

Ketiga faktor Lingkungan, lingkungan dapat memberikan pengaruh besar
tehadap tindakan-tindakan yang dilakukan anak, Anak yang lahir lingkungan
yang buruk bergaul dengan teman yang telah dewasa yang seringkali

membentuk pola perilaku menyimpang didalam masyarakat dan orang tua tidak

®* Bonita, SH., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara di pengadilan, 22 Juni 2021
® Wegiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
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menaruh perhatian akan pendidikan maka kemungkinan besar anak juga akan
tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik. Di lingkungan yang dikenal banyak
terjadinya tindakan kriminal, seorang anak yang berhasil melakukan tindak
pidana bahkan diapresiasi dan diberikan pengakuan secara sosial.®®

Keempat faktor pendidikan, pendidikan sangat berperan penting dalam hal
pola perilaku anak dibawah umur, eduakasi formal dalam hal memberikan
pemahaman-pemaham esensial akan hal perilaku dan sebagai tindakan preventif
sekolah harus benar-benar serius mencegah tindak kekerasan dengan
mengarahkan pada perdamaian melalui tiga komponen utama, yaitu guru,
peserta didik, dan orang tua siswa. Peran guru mendidik dengan menyampaikan
nilai-nilai dan pengajar ilmu pengetahuan.®®

Penaganan hukum pada anak sesuai fakta hukum dilapangan terlepas dari
tindakan-tindakan yang mempengaruhi perilakunya dalam melakukan kejahatan
bahwa dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum
mulai tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan itu harus sesuai dengan
asas antara lain;

1. Perlindugan

2. Keadilan
Non diskriminasi
Kepentingan terbaik bagi anak
Kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang

Pembinaan dan pembimbingan anak

N o o B w

Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terkahir

® Ririn Nurfaathirany Heri, Anak Pelaku Tindak Pidana, (Jurnal Office, Vol. 2 No.2, 2016).
° Ahmad Nurcholish, Peach Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur, (Cet. I; Jakarta:
PT. Gramedia, Anggota IKAPI, 2015).
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Pengindaran dari pembalasan.®’

Anak dalam proses pradilan pidana memiliki hak-hak yang di atur di dalam

peraturan perundang-undangan anatara lain:

1.

Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan
sesuai dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
Dipisahkan dari orang dewasa.

Memperoleh bantuan hukum dan bantuan secara efektif.

Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi serta merendahkan harkat dan martabatnya.

Tidak dijatuhkan pidana mati maupun seumur hidup.

Memperoleh keadilan dimuka hukum pengadilan anak yang objektif,
tidak memihak didalam sidang tertutup untuk umum.

Tidak dipublikasikan identitasnya.

Memperoleh pendampingan oran tua/wali atau orang yang dipercaya

oleh anak.%®

Anak yang sedang menjalani masa hukuman memiliki hak yang harus

diperoleh antara lain yaitu:

1.

o ~ w D

Mendapat pengurangan masa pidana.
Memperoleh asimilasi.

Memperoleh cuti mengujungi keluarga.
Memperoleh pembebasan bersayarat.

Memperoleh cuti menjelang bebas.

¢ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, pasal 2
®® Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, pasal 3
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Anak yang berkonflik dengan hukum lebih mendahulukan restorative justice

mengutamakan diversi terlebih dahulu, sistem diversi kita menggunakan

pedekeatan kekeluargaan memanggil orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat

dan tokoh pendidikan untuk mendiversi kasus anak yang melakukan pidana, jika

berhasil maka perkara di selesaikan di luar pradilan, diversi bertujuan antara

lain:

1.

ok W N

1.

Mencapai perdamaian anatara korban dan anak.
Menyelasikan perkara anak diluar pengadilan.
Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.®

Penanganan tentang acara pradilan pidana anak sebagai berikut:

Para penegak hukum seperti penyidik, Penuntut umum, dan Hakim wajb
memberikan perlindungan khusus bagi anak yang sedang diperiksa
karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat.

Identitas anak wajib dirahasiakan baik media cetak maupun media
elektronik

BAPAS dalam hal ini wajib melakukan evaluasi terhadap sistem
pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kepada
anak yang melakukan tindak pidana.

Penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut umum, Hakim,
Pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum

yang menangani anak tidak memakai atribut kedinasan.

® Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, pasal 3
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5. Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum
dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pendamping lain
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penaganan anak dalam tahap Penyidikan ada beberapa ketentuan yang harus

di perharikan sebagai berikut:
1. Syarat untuk ditetatpkan sebagai Penyidik adalah:
a. Telah berpengalaman sebagai Penyelidik.
b. Harus memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami
masalah-masalah pada anak.
c. Telah mengikuti pelatihan teknis untuk pradilan pidana anak.

2. Dalam melakukan penyidikan perkara anak, penyidik wajib meminta
pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah
tindak pidana dilaporkan.

3. Dalam menangani masalah anak dan dianggap perlu, penyidik dapat
meminta saran dan pertimbangan dari tokoh Psikiater, pendidikan, tokoh
agama, pekerja sosial, dan tenaga ahli lainya."

Penanganan anak dalam tahap penangkapan dan penahanan ada beberapa

ketentuan sebagai berikut:

1. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan
paling lama 24 jam.

2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus
anak.

3. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah hukum

yang bersangkutan, dimana anak melakukan tindak pidananya, maka

7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, h. 13
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anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan
Sosial).
4. Penangkapan terhadap anak hanya dilakukan secara manusiawi dengan
memperthatikan kebutuhan soial anak dengan umurnya.
Penahanan anak hanya bisa dilakukan dengan syarat:
a. Anak harus berumur 14 tahun atau lebih.
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tujuh
tahun atau lebih.
c. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak
harus tetap dipenuhi.
1) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPKS.
2) Seperti sebelumnya bahwa jika tidak terdapat LPAS, maka

penahanan anak dapat dilakukan di LPKS setempat.”

Penanahanan dalam ketentuan perundang-undangan tentang pengadilan

anak yaitu;
Kepentingan Penyidikan™:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan
penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

2. Penahanan tersebut berlaku paling lama 20 hari.

™ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, h. 15
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3. Apabila dalam jangka 7 haru guna pemeriksaan yang belum selesai atas
permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang
berwenang paling lama 8 hari.

4. Dalam jangka waktu 8 hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara
yang bersangkutan kepada penuntut umum.

5. Apabila dalam jangka waktu tersebut, telah terlampau maka berkas tidak

diserahkan maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hokum.
Kepentingan Penuntun umum:

1. Untuk kepentingan penuntutan, maka penuntut umum berwenang
melakukan penahanan.

2. Penahan yang dimaksud paling lama 5 hari.

3. Apabila kepentingan pemeriksan terasebut belum selesai dalam jangka 5
hari maka atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh
ketua pengadilan Negeri Parepare paling lama 10 hari.

4. Dalam jangka 10 hari penuntut umum harus melimpahkan berkas
perkara anak kepada Pengadilan Negeri."

5. Apabila waktu telah melampaui batas maka tersangka dikeluarkan dari

tahanan demi hokum.

72 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, h. 8
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Kepentingan di Pengadilan Negeri Parepare

1. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di siding Pengadilan
berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan atas anak yang
sedang diperiksa.

2. Penahan tersebut paling lama 10 hari.

3. Apabila kepentingan tersebut belum selesai dapat diperpanjang oleh
Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus dikeluarkan demi

hukum. "3

Penanganan dalam tahap penuntutan ada beberapa ketentuan sebagai

berikut;

1. Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang
ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang
ditunjuk Jaksa Agung.

2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagi Penuntut Umum sebagaimana

sebagai yang disebutkan diatas sebagai berikut:

a. Telah berpengalamam sebagai pentunt umum.
b. Mempunyai minat, perhatian dedikasi dan memahami maslah
masalah anak

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang pradilan anak.

7® Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Pradilan Pidana Anak, h. 17
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Penanganan dalam tahap pemidanaan ada beberapa ketentuan yang harus di
perhatikan sebagai berikut:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan anak
membahayakan masyarakat.

2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama % dari
maksimun ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

3. Anak yang telah menjalani %2 dari lamanya pembinaandi LPKA dan
berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersayarat’

4. Pidana penajara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

5. Jika tindak pidana yang telah dilakukan anak merupakan tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,

pidana yang dijatuhkan merupakan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pemerikasaan di sidang pengadilian sebelum sidang dibuka, hakim
memerintahkan agar pembimbing kemasyrakatan menyampaikan laporan hasil
penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan dan pada studi
kasus tersebut pembimbingan kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian
tersebut kepada hakim bahwa dari hasil penelitianya menyarankan hakim apabila
terdakwa dinyatakan bersalah agar diajtuhkan hukuman yang seringan ringanya
mengingat bahwa terdakwa masih di bawah umur sebagaimana ketentuan
parturan tentang anak yang berlaku.”

Sebagaimana study kasus yang menjadi objek penelitian dari penulis dengan
putusan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. menganalisa dengan berbagai

pendekatan dan instrument-intrstrumen di lapangan, menemukan fakta hukum

7> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 56, h. 10
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yang berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur
yakni betul bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 01:30
Wita atau setidaktidaknya pada bulan Mei 2016 bertempat di Café Ladys
Kampung Jati Kel.Lompoe Kec.Bacukiki kota Parepare telah terjadi
penganiayaan yang dilakukan berumur 45 tahun.”®

Bahwa sebelum kejadian diatas korban inisial Ari bersama dengan
temannya pergi ke Café Ladys di Kampung Jati Kota Parepare dengan tujuan
minum-minum ballo, kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas baru satu
gelas saksi minum dan melihat ada gelas pecah sehingga korban menanyakan
siapa yang memecahkan gelas, ada seseorang yang tidak dikenal
mengahampirinya dan menyampaiakan kepada korban bahwa Ciwang yang
memecahkan gelas kemudian saksi korban mendatangi Ciwang dan
menyampaikan kepadanya kenapa memecahkan gelas kemudian lelaki Ciwang
menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa mau memukulnya sehingga
korban mendatangi tedakwa yang sementara berjoged, kemudian korban
menanyakan perihal tersebut namun terdakwa tidak hanya main-main saja
sehingga korban menyuruh keduanya untuk keluar dari Café Ladyes dan pada
saat didepan pintu terdakwa sangat mengamuk dan banyak pengunjung Café
mau melihat siapa yang mengamuk sehingga korban menyuruh terdakwa untuk
pulang tetapi tiba-tiba terdakwa menarik badik dari sarungnya dan langsung
menusuk ke perut korban setelah itu terdakwa langsung menarik badiknya lalu
korban menyuruh terdakwa untuk memasukan badik kedalam sarungnya dan
korban juga sempat mengangkat terdakwa naik motor kemudian terdakwa pada

saat itu pulang bersama temannya beberapa saat kemudian korban melihat

7% putusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.
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perutnya, sehingga korban melihat perutnya dan korban menyampaikan kepada
orang-orang di Café tersebut bahwa korban pada saat itu merasakan sakit di
bagian perutnya dan melihat ada luka di perut korban dan dimana pada saat itu
teman korban segera mengantarkanya ke Puskesmas Lomopoe dan saat itu
korban dirujuk ke Rumah sakit Andi Makkasau kota Parepare dan pada saat itu
anak korban langsung melaporkan kejadaian tersebut ke Polsek Bacukiki kota
Parepare. Akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka di bagian
perut sepanjang 10 cm dan menagalami pendarahan aktif kesimpulan dari hasil
Visum at repertum bahwa ada 3 tusukan pada perut usus dipotong sepanjang
10cm akibat bersentuhan dengan benda tajam, dari hasi putusan Putusan
07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. Terdakwa di ancam pidana dalam pasal 351
ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan
Pidanan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara dua tahun empat bulan.”’
Hasil analisa putusan dengan dengan pidana pasal 351 KUHP ayat (2)
dengan Jo Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana
anak (SPPA) penulis menemukan ada beberapa hal yang memberatkan dan
meringankan terdakwa, hal-hal yang memberatkan yaitu; perbuatan terdakwa
adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat dari fakta yang terungkap di
pesrsidangan hakim berpendapat bahwa terdakwa selama ini telah banyak
mendapat pengaruh yang buruk dari lingkungan pergaulanya dimana terdakwa
bergaul dengan orang orang dewasa yang jauh dari umurnya dan perbuatan

terdakwa menyebabkan korban luka berat di bagian perut sehingga korban

77 putusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.h.3-4
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terhalang untuk melakukan pekerjaan dan merasa sakit ketika makan dan
minum.’

Hal-hal yang meringankan terdakwa, walaupun terdakwa di berikan sanksi
berupa pasal 351 KUHP ayat (2) yang berbunyi “Jika perbuatan mengakibatkan
luka-luka berat yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun.” Namun dalam perkara ini banyak unsur yang meringankan terdakwa
yaitu; dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan
Pidana anak (SPPA) terdakwa masih tergolong anak di bawah umur, kedua
terdakwa tidak bertujuan untuk melukai korban, ketiga dari pertimbangan
sosiologis terdakwa masih sangatlah muda dikwatirkan penjara membuat
terdakwa terkontaminasi pad hal-hal yang merugikan dari narapidana yang lain,
keempat terdakwa mmeberikan keterangan yang jujur sehingga memperlancar
pemeriksaan perkaranya, kelima terdakwa telah menyesali perbuatanya dan
berjanji tidak akan mengulanginya kembali.*

Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan sanksi kepada terdakwa
dengan pidana penjara selama dua tahun empat bulan, menyatakan terdakwa
ditahan  dengan pertimbangan diatas sebagaimana terdakwa adalah anak
dibawah umur yang melakukan penganiayaan dengan akibat luka berat pada
korban.

Demikian di putuskan pada hari Selasa, 17 Sepetember 2016, oleh kami :
Vidya Andini Tuppu, SH.,MH selaku hakim anak, putusan diucapkan dalam

persidangan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh Samsu Alam,

244,

’® putusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.h.13
7® R Soesilo, Kitab Undnag-undang Hukum Pidana (KUHP),(Sukabumi: 5 Januari 1998), h.

% pytusan Pengadilan 07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare.h.16
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selaku Panitera penggantipada pada pengadilan Negeri Parepare, dihadiri oleh
Lili Mangiri SH, MH selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Parepare serta
terdakwa di damping oleh orang tua, pembimbing kemasyarakatan pada rumah
tahanan Negara (Rutan) dan Penasehat hukum terdakwa.®

Setelah penulis menganalisa ternyata hakim dalam hal menangani dan
memutuskan perkara No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. Penyidikan hingga
tahap penuntutan, penangananya sangat relvan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dimana hakim mengunakan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 351 KUHP ayat (2). Kemudian terdakwa,
berusia 17 tahun dalam kategori anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yaitu; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Pradilan Pidana anak (SPPA). Ada pun tindakan-tindakan hakim dalan
menangani masalah anak tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 3 tahun

1997 tentang Pengadilan Anak.

B. Analisis Figh Jinayah dalam Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan
Anak dibawah Umur
Perilaku yang disebut sebagai kejahatan dalam konsep Figh Jinayah tedapat
lima bagian, yaitu:
1. Kejahatan terhadap badan seperti pelukaan anggota badan baik secara
sengaja, tidak sengaja maupun kelalaian.
2. Kejahatan terhdap harta seperti perampokan dan pencurian.

3. Kejahatan terhadap nasab yaitu perzinaan.

# pytusan Pengadilan No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare, h.16
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4. Kejahatan terhadap agama yaitu murtad.

5. Kejahatan pada akal seperi minum-minuman keras.®

Sanksi pidana dalam hukum Islam dari akibat melanggar ketentuan tuntunan

syariat terbagi menjadi tiga bagian yaitu Hudud, gishash dan takzir.

1. Jarimah Hudud
Hudud adalah ketentuan pidana yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya
kepada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana hudud. Hukuman
hud yang dimaksud tidak memiliki batasan tinggi rendahnya dan tidak
bisa di hilangkan dari khendak sesorang dalam hal ini korban, walinya
atau masyarakat. Yang termasuk kategori jarimah hudud adalah zina, qazf
(menuduh wanita berzina), pencurian, perampokan atau hirabah,
pemberontakan (al-baghy), dan riddah.

2. Jarimah Qishas dan Diyat
Jenis pidana ini telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-nya, namun
gadi dalam hal ini menyarankan perdamaian kepada keluarga korban
untuk memafakan tersangka. Wujud perdamaian adalah tidak melepaskan
hak gisasnya namun yang melakukan tindak pidana membayarkan diyat
sebagai pengganti dari sanksi gishash. Perbuatan yang di ancam gishash
dan diyat adalah pembunuhan sengaja (ail-gatl al-amd), pembunuhan
semi sengaja (al-gatl sibh al-amd), pembunuhan keliru (al-gatl khata),
penganiayaan (al-jarh al-amd), penganiayaan salah (al-jarh khata).
Adapun dasar hukum gishas dan diyat. ghisas yaitu;

Allah berfirman didalam QS. Al-Maidah Ayat 45:

8 M. Saiful Asad Alfaizin, Studi Perbandingan Sistem Pemidanaan pada Tindak Pidana Anak
menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: 2020). h. 33
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Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat)
bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada
kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka
itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu
urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-

orang zalim.®

Diyat yaitu Allah Swt, berfirman dalam QS. Al-Bagarah ayat 178:

5 sl Ay Al Al AR s el Kl € gl Gl @l
b QA5 S AL 430 21315 el £ LG 2o 5 4l e M i (b 230
VYA 2l e 406 Ella 3 gl gabiad s i
Terjemahnya
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan)
Kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan
perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah
mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya
dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari
Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat
azab yang sangat pedih.
Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk
kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan.®

3. Jarimah Ta’zir
Jarimah yang di ancam dengan fa zir yaitu hukuman selain had, gihsash
dan diyat dimana hukumannya di serahkan kepada ulil amri dalam hal ini

adalah pemerintah. %

# Departement Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya, h. 116
# Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, h.28
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Dalam hukum Islam, seseorang wajib mempertanggung jawabkan
perbuatanya jika telah memenuhi tiga dasar yakni perbuatan haram yang
dilakukan pelaku, pelaku memiliki pilihan (ikhtiar), pelaku memiliki pengetahuan
(idrak). Jika tidak tiga dasar ini maka seseorang yang melakukan suatu kejahatan
tidak diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatanya urgensi pembagian jenis
pidana seperti untuk mengklasifikasikan pidana yang di lakukan oleh pelaku
jarimah apakah termasuk jarimah hud, qihsash atau ta’zir. Selain itu
pengkalsifiasian tersebut sangat erat kaitannya dengan keputusan yang akan
diterapkan oleh ghadi. Dalam hukum pidana Islam tujuan pemidanaan ada dua
yaitu:

1. Tujaun preventif artinya agar pelaku jarimah tidak lagi mengulangi perbuatan
yang melanggar hukum dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan
tindak pidana, tujuan yang ingin dicapai langkah pencegahan preventif ini
adalah untuk mengurangi angka kejahatan, contoh: seseorang yang melakukan
zina, maka sanksi yang diberikan adalah didera. Hal ini harus bertujuan agar
orang lain tidak melakukan hal tersebut karena dengan pemberian sanksi dera
membuat orang takut untuk melakukan perbuatan zina.®®

2. Tujuan edukatif artinya memberikan pemahaman bagi pelaku jarimah agar
pelaku itu memiliki kesadaran untuk tidak lagi mengulangi kesalahanya, dasar

pemidanaan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan melindungi

# M.Imam Susanto, Tinjauan Figh Jinayah terhadap Penganiayaan yang Berakibatkan Luka
Berat dan Sanksi Hukiumnya, studi analisis terhadap pasal 90 Jo pasal 354 ayat 1, (Skripsi; IAIN
Sunan Ampel Surabaya, 2009), h. 17.

¥ Hasan Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Cet.111;Jakarta: PT.Bulan Bintang 1986), h.
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masyarakat dan sanksi yang diberikan diharapkan agar pelaku jarimah tidak

melakukan perbuatanya kembali.?’

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisa penanganan
terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dengan menggunakan pendekatan
hukum Islam, seperti yang di paparkan di atas bahwa pembebanan sanksi pidana
terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggung jawabanya, jika telah
memenubhi syarat terjadinya perbuatan haram yang anak lakukan maka dikenakan
sanksi sesuai tuntutan syariat Islam. Islam memberikan pengampunan terhadap
anak yang melakukan perbuatan dilarang oleh agama, tidak membebankan
pertanggung jawaban kecuali ia telah balig.

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nur ayat 24:59

T &0 i UK LT G il i R sialingls A1) &L QLY 4 1315
01 LSa gl 5
Terjemahnya

Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka
meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka
(juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskanayat-ayat-Nya
kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Anak-anak dari orang merdeka yang bukan mahram dan telah mencapai usia
balig harus meminta izin terlebih dahulu jika hendak masuk ke kamar tidur
oraglsg tua, seperti cara orang-orang yang disebut pada ayat 27 dan 28 di surah
ini.

Menrutu ayat di atas seseorang dapat di berikan pembebanan hukum apabila
ia telah mencapi usia balig. Namun selain anak kecil yang di mintai pertanggung

jawaban orang seseorang yang telah dewasa juga tidak di bebankan hukum karena

# St. Muhlisina, Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Presfektif Fikh dan Hukum
Positif di Indonesia, (Tesis; UIN Alauddin Makassar, 2009), h.84-85
# Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 359
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halangan alami seperti gila dan halangan yang tidak alami seperti; terpaksa atau di
paksa.®®

Seseorang tidak di bebankan untuk melaksanakan syariat Islam atau dalam

pembebanan hukum (taklif) ketik ia belum di anggap cakap dalam bertindak
hukum, para ulama ushul fighi sepakat menyatakan bahwa seseorang baru bisa di
berikan pembebanan hukum (taklif) apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:

1. Mampu memahami kitab syar’i yang dimaksud adalah tuntutan syara
yang termaktub di dalam Al-Quran dan Hadis, di karenakan seseorang
yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami tuntunan syara
tidak mungkin melaksanakan pembebanan hukum (taklif). Kemampuan
taklif harus sejajar dengan perkembangan akal seseorang, namun akal
sukar untuk diukur maka indikasi untuk mengukurnya adalah balignya
seseorang untuk pria ditandai dengan keluarnya air mani (ihtilam) dan
wanita ditandai dengan haid.”

2. Cakap bertindak hukum (ahliyyah) seseorang yang belum cakap dalam
bertindak hukum maka dapat dikatakan bahwa seluruh perbuatannya tidak
bisa di bebani pertanggung jawaban. Ahliyyah dalam hal ini dimana
seseorang sudah di anggap cakap jasmani dan akalnya sehingga
tindakanya dapat dinilia oleh syara, sedangkan anak kecil yang belum
baliqg tidak di bebani tuntutan syara.

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

¥ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh di Terjemahkan oleh SaefullahMa’shum dkk,
(Cet.XVII ,Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 514
% Nasrun Haroen, Ushul Fighi 1 (Jakarta: Perpstakaan Nasional, 1996), h. 305
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Artinya:
Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan
kepadaku Yunus dari Ali r.a. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw
bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari tiga jenis orang, anak

kecil sampai ia balig, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai
ia sembuh.*

Pertanggung jawaban anak juga disandarkan pada kemampuan berpikirnya
oleh karenanya sandaran itu dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak
dalam figh jinyah, ada beberapa masa yang dilalui anak dalam pembebanan
hukum, masa dimana tidak memiliki kemampuan untuk berpikir maka tidak
dibebani sanksi jarimah padanya, masa dimana kemampuan berpikirnya masih
lemah dan tidak ada sanksi jarimahi melainkan sanksi pengajaran dan
kemampuan berpikir yang sudah mencapai kesempurnaan atau penuh maka sanksi
jarimah sudah selayaknya di bebankan kepadanya, ada tiga fase masa
perkembangan berpikirnya sebagai berikut:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak anak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 tahun,
sebagaimana kesepakatan para fugaha bahwa usia tersebut dianggap tidak
mempunyai kemampuan untuk berpikir “belum tamyiz” para fuqaha
berpendapat bahwa jarimah yang dilakukan oleh anak yang berumur di

bawah 7 tahun tidak diberikan pembebanan hukum, akan tetapi anak

°> Jmam Ahmad bin Hambal, Musnad, Hadist No 896, Jilid 2 (Beirut: Darul fikr, tt.),h. 172
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tersebut diberikan pertanggungjawabn perdata, (diyat) memberikan ganti
kerugian yang diderita oleh orang lain.*

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun hingga ia baliq dalam hal ini
berusia 15 tahun, kalau anak sudah mencapai usia tersebut maka sudah
dianggap dewasa. Akan tetapi imam Abu Hanifa dan golongan mashab
Maliki membatasi kedeawasaan pada usia 18 tahun, jadi pada usia tersbut
anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah ia
lakukan akan tetapi sanksi yang di berikan adalah pengajaran
(ta’dibiyyah).
3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai pada saat anak mencapai usia (sinnur-rusydi) atau anak
mencapai usia 16 tahun atau 18 tahun menrut Ikhtilaf dikalangan fugaha
pada masa ini seseorang sudah di bebani pertanggungjawaban pidana
yang mereka lakukan (hud, gishash, diyat dan ta zir).”

Dari beberapa uraian diatas mengenai klasifilkasi umur anak yang mumayiz
tidak dapat dibebani tanggung jawab secara penuh. Misalnya anak yang mumasyiz
melakukan jarimah penganiayaan maka belum dapat di kenakan gisas
sebagaimana yang termaktub di dalam tuntunan syariat seperti yang dilakukan
orang yang telah balig atau dewasa. Dalam hal ini anak dari pengklasifikasian
kemampuan berpikirnya yaitu, masa tidak adanya kemampuan berpikir dan masa

kemampuan berpikir lemah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Namun

°> Noercholis Rafid dan Saidah, Sanksi Pidana bagi Anak yang Beradapan dengan Hukum
Presfektif Figh Jinayah (Jurnal Al-Maiyyah,Vol 11No. 2 Juli Desember 2018), h. 11

% St. Muhlisina, Sanksi terhadap Tindak Pidana Anak dalam Presfektif Fikih dan Hukum
Positif di Indonesia, (tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012), h. 86-87
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tindakan-tindakan anak yang melakukan jarimah oleh pihak yang berwenang
dapat di kenakan hukuman ta’dibiyyah yaitu hukuman yang bersifat memberikan
pelajaran. Menenarapkan sanksi ta’dibiyyah memiliki macam-macam cara yang
digunakan dalam memberikan pendidikan kepadannya dengan menyerap metode
didik di dalam Al-Quran, mengingat objek didikan dan situasi yang berbeda-beda
maka tidak cukup jika penerapanya menggunakan satu metode saja, adapun
metode-metode dalam rangka memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan
jarimah sebagai berikut:
1. Metode Ta’lim
Metode ini diberikan terhadapa objek yang sama sekali tidak memiliki
pemahaman tentang apa permasalahan yang sebenarnya dihadapinya, oleh
karena itu posisi orang tua harus bertanggung jawab untuk memenuhi
tuntutan anak terutama kebutuhan spritualnya, baik pemahaman akan
perintah Allah Swat maupun laranganya.
2. Metode Tahrib
Metode ini sebenarnya menimbulkan rasa takut, metode ini digunakan
dalam mendidik dan mengajarkan anak dengan cara menyampaikan
ancaman kekerasan yang sering terjadi dan dampaknya terhadap anak.
Agar anak-anak yang melakukanm jarimah tidak melakukan kembali
perbuatan buruknya. Metode tarhib digunakan bilamana anak yang
melakukan kejahatan dan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu
dan anak masih melakukan perbuatan tersebut maka metode ini

diterapkan.



79

3. Metode Tagrib
Pendidikan dan pengajaran anak-anak yang sesuai dengan Al-Quran dan
Hadis. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya memberikan hal-hal yang
menyenangkan akan tetapi juga menjatuhkan hukuman apa bila anak
dinayatakan bersalah. Dengan memahami dan memperhatikan atau
mengkaji Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, kita menemukan
banyak metode yang dapat di gunakan dalam upaya memberikan
pendidikan untuk anak, dalam metode tagrib orang tua diperbolehkan
memberi hukuman kepada anaknya dan mengasingkanya untuk sementara
waktu, penerapan metode ini diterapkan untuk menghukum anak-anak
yang tidak dapat di atasi dengan cara yang halus seperti
menasehati,teguran dan ancaman. Oleh karena itu orang tua dituntut
untuk memberikan pertimbangan yang matang dari keluarga dekat lainya
sebelum menerapkan metode tagrib demi kebaikan anak di masa yang
akan datang.*

Allah Swt, berfirman di dalam QS. At-Tahrim ayat 66/6:
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Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah

malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah

terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa

yang diperintahkan.”

% Nety Hermawati, Kejahatan Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana
Islam, Stain Jurai Siwo Metro), h. 24
% Departement Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, h. 561.
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Ayat ini menjelaskan bahwa orangtua itu memilki dan berkewajiban dalam
memenuhi hak pendidikan anak dan melindungi anak dari hal-hal yang dilarang
oleh agama yang mana akan menjerumuskan ke dalam neraka.

Dalam pembahasan ini, penulis menemukan kesesuaian antara hukum pidana
positif btentang anak sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-undang No
11 tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak mengenai restorative justice
atau diversi, dalam hukum Islam di kenal dengan istilah al-shulh yang merupakan
satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara
figh Jinayah inti dari konsep al-shulh adalah menghilangkan konflik yang terjadi
di dalam masyarakat.”

Dalam hal ini kesesuaian anatara diversi dalam penerapan Sistem Pradilan
Pidana Anak di Parepare dengam hokum Islam dapat ditinjau dari penerapan
konsep tersebut, secara teoritis diversi adalah pengadilan penyelasaian perkara
anak dari proses pradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana dengan tujuan
untuk perdamian anatara pelaku dan korban atau anak yang menjadi korban,
menyelasaikan perkara diluar pengadilan, agar kemudian menghindarkan anak
pada diskriminasi atau perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi dan menamkan tanggung jawab kepada anak yang bersangkutan
dalam tindak pidana.

Tentu hal ini sejalan dengan hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan
sebelumnya bahwa inti dari konsep al-shulh adalah meminimalisasi bukan justru

menghilangkan konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terkhusus pada

*® Hera Susanti, Diversi dalam Sistem Pradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauan
menueur Hukum Islam, h. 193
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anak Perdamaian al-shulh yang disyariatkan oleh Allh Swt. Sebagaimana yang
tertuang dalam Al-Quran pada surah Al-Hujarat 10:
Allah Swt berfirman dalam QS.Al Hujarat ayat 49\10

Ve ) 85 AT G VAL £ el )
Terjemahnya

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah

kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu

dirahmati.””’

Adapun rukun-rukun Al-shulh yang disepakati oleh para ulama seperti

berikut:

1. Mushlih yaitu dua bela pihak yang melakukan akad shulh untuk
mengakhiri pertengkaran atau perselisihan.

2. Mushalih’anhu yaitu adanya persoalan yang diperselisihkan.

3. Mushalih’bih yaitu sesuatu yang di lakukan oleh salah satu pihak
terhadap lawanya untuk memutuskan perseliishan.hal ini disebut dengan
istilah badal al-shulh.

4. Shigat ijab Kabul yang masing-masing dilakukan oleh pihak yang

melakukan perdamaian.®®

Hukum slam mengatur ketentuan umur dalam tidak pidana yang dilakukan
oleh anak, seperti yang dijelaskan diatas, bahwa ada tiga fase perkembangan anak
dalam pembebanan hukum anataranya masa tidak adanya kemampuan beripikir

mulai dari lahir hingga usia 7 tahun, masa kemampuan berpikir lemah dengan usia

° Departement Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya, h. 49
% Ghazaly Abdul Rahman, lhsan Ghufron, Shidig Sapiudin, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana
prenda Media Grup, 2010), h. 197



82

7 tahun hingga 15 tahun dan masa kemampuan berpikir penuh dengan usia 16
hingga 18 tahun dan pada masa ini menurut ikhtilaf di kalangan para fugaha anak
sudah di bebankan peratanggung jawaban pidana dan yang belum mencapai usia
bali di berikan sanksi ta’dabiyyah (pendidikan). Namun dalam objek penlitian
penulis dengan fokus anlisis putusan 07 Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare
penglasifikasian usia, terdakawa sudah berumur 17 tahun dan usia baliq ada pada
masa kemampuan berpikir penuh (sinnur-rusydi) dan dinayatakan harus
mempertanggung jawabkan perbuatanya, dimana terdakwa melakukan
penganiayan yang menimbulkan luka tusukan di bagian perut dan mengakibatkan
korban mengalami beberapa ganguan kesehaatan sehingga korban tergangu untuk
mencari nafka untuk keluarganya.

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat/5: 45.

‘:’:.u.“} u.ﬂ\)f\_i ud\}”j w‘!h uf)[\} u.\aj\.i U“’d\} u.us.\ll_i u.ns.\l\ u\ L@.\Seg_\lc \_I.qu
JJS}IAAN d)J\Wé&éwjdc)ﬁjgﬁ@dmwuaucjﬂ\jwb
£0 ¢ allal 2
Terjemahnya
Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat)
bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada
kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya),
maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan
(suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka
itulah orang-orang zalim.*®

Analisis  Putusan  Pengadilan ~ No0.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare

terdakwa berumur 17 tahun dan dinyatakan sudah baliq sesuai dengan ketentuan

% Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,h. 116
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hukum Islam sebagaimana anak berumur 17 tahun dikategorikan memiliki
kemampuan berpikir penuh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa
yang berusia 17 tahun dalam islam dibebankan pertanggung jawaban
sebagaiamana yang di berlakukan terhadap orang dewasa karena ulama sepakat
bahwa anak yang berumur 15 tahun sudah dikatakan mukallaf dan wajib
mempertanggung jawabkan perbuatanya sesuai dengan ketentuan hukum islam.
Namun di lain sisi hukum positif pada usia 17 tahun sesuai dengan ketentuan
Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak masih

dikategorikan sebagai anak di bawah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasrkan pembahasaan yang dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Penangaan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare oleh
Anak di Bawah Umum, dalam penaganannya hakim memutuskan perkara
No.07/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Parepare. Penyidikan hingga sampai pada
tahap pembimbingan,dalam kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa
inisial HR Masih berusia 17 tahun dimana terdaka melakukan penganiayaan
kepada korban,dan terdakwa mendapat tuntutan hakim dengan pasal 351 ayat
2 KUHP, dari penanganan hukumnya relvan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, hakim mengunakan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) yaitu pasal 351 KUHP ayat (2) dengan pidana penjara 2 tahun
4 bulan, dengan pertimbangan hakim hal yang meringankan terdakwa karena,
berusia 17 tahun dalam kategori anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yaitu; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Pradilan Pidana anak (SPPA), isi ketentuan aturan ketentuan sanksinya
adalah % dari ancaman pidana orang dewasa Ada pun tindakan-tindakan
hakim dalan menangani masalah anak tidak terlepas dari Undang-undang
Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berhadapan dengan
hukum harus memperoleh perlindungan, keadilan, nondiskriminasi,
kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang
anak. Sanksi yang di bebankan tidak terlepas dari pembinaan berupa
pendidikan dan rehabilitasi.

2. Analisis figh Jinayah terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan oleh
anak dibawah umur, penaganan anak yang melakukan perbuatan jarimah,
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pembebanan hukum diklasifikasikan 3 fase dari usia anak, fase pertama anak
yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir yang di sebut dengan tamyiz
segala perbuatanya tidak di anggap sebagai tindakan hukum dan tidak di
bebankan kepadanya pertanggung jawaban pidana, fase kedua vyaitu
kemampuan berpikir yang lemah yang disebut murahiq terjadi pada usia 7
tahun hingga anak baliq atau 15 tahun yang di tandai dengan ikhtilam bagi
laki-laki dan haid bagi perempuan dan fase ketiga adalah fase kemampuan
berpikir penuh menurut Imam Syaf;l jika anak telah berumur 15 tahun atau
capak dalam beritindak (mukallaf) dan apabila anak yang melakukan
perbuatan jarimah pada usia tersbut maka wajib baginya untuk
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam penanganan kasus terhadap
putusan No 07.Pid/Sus.PN.Pre penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa
yang berusia 17 tahun ini dalam penjatuhan sanksinya dibebankan sesuai
dengan sanksi orang dewasa karena dalam Islam ulama Sepakat bahwa anak
yang telah berumur 15 tahun sudah di anggap mukallaf dan wajib
mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan aturan

figh Jinayah.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurnah karena terbatasnya literatur yang
di miliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk
penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh
tentang penanganan tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anak di
bawah umur ditinjau dari KUHP, peraturan perundang-undangan mengenai anak
maupun ditinjau dari presfektif figh Jinayah

Sebagai penutup, penulis bersuyukur atas kehadirat llahi Rabbi atas nikmat

yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Walau penulis
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sadar bahwa karya ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan kritikan
sangat penulis butuhkan.
Terkahir hanya kepada Allah-lah penulis berserah diri semoga penulis selalu

berada dalam dekapannya dan kelak akan khusnul khatimah.. Aamiin.
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PEDOMAN WAWANCARA

Instrumen Penchtian i bertujuan untuk  dijadikan pedoman  wawancara penchitian

dengan mengambil data penclitian dengan judul “Pepanganan Tindak Pidana Penganiaysan Oleh

Ak di Basah umur di Kota Parepare (Analisis Figh Jimapahy” yang akan diteliti oleh  penulis.

berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

l.

9.

10.

Bagamana tahapan dalam menangani Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di
bawah umur?

Apakah  penanganan hukum terhadap  penganiayaan  yang  dilakukan oleh  anak.
penanganannya it relevan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku?

Apa upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh hakim dafam menangani kasus yang dilakukan
oleh anak?

Apa faktor dominan penycebab terjadinya penganiayaan vang dilakukan oleh anak?

Apakah penanganan Kasus anak memiliki perbedann hukum dengan orang dewasa? Bisa
jelaskan

Kenapa mengadili anak di pengadilan itu mesti pengadilan Khusus dan tertutup?

Apa yang menjadi pertimbangan schingga kasus anak di bawah umur ini mendapat
Keringanan” Atau hukumannyva sctengah dari orang dewasa?

Bagaimana upaya terkahir hakim dalam proses pencrapan sanksi yang mempertimbangkan
kelangsungan hidup anak?

Apa pertimbangan hakim untuk menctapkan suatu putusan? Selain pertimbangan hukumnya
apakah ada pertimbangan lain dalam memutusakan suatu putusan mengenai anak?

Bagaimana penyelasian kasus pidana anak dengan nomor putusan 7/Pid.Sus-Anak /2016/PN
Pre?

. Apakah penyelesaian kasus dengan putusan 7/Pid Sus-Anak 2016/PN Pre sudah s x
esuai

dengan peraturan yang ada?
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Menerangkan bahwa.
Nama : Renaldi
Nim : 17.2500.001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakulias : Svariah dan llmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada
tanggal 21 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Parepare. guna untuk melengkapi data
penetian skripsi yang berjudul * Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh

Anak di Bawah umur di Kota Parepare (Analisis Figh Jinavah)”.

Demikian surat Keierangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Pareparce. 22 Jjuni 202}

Yang bersanghutan

Beerh o o, <4 1



108

VN SAN IPO000 V54

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

|
‘\ B Rekomendas, i Gapet dCab.: aetile LVIUAT MR A1 DEBNGEATaN SEt! REtentiuen DERINGING - Undancen
|

- v - T e T P e e . ettt et d
Nomor : 3S8NPIDPM-PTSPIE2021
Dawr | LUnaang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tontang Setem Nasonal Pencitian, Forgembangan, dan Penerepen
Iimy Perpotanian dan Tesnokoo:.
3. Peraturan Mentenl Dalem Negeri Republih Indoness Noenor 64 Tabun 2011 tentang Pedoman Penertten

Reasmen oy Penghtian,
3. Peraturan Wawota Parepare No, 7 Tahun 201% Tentang Per Wewenang Peiayaran

”Mum

mmmmwummum [

f MENGIZINKAN
 TPADA

AMA - RENALDY
UNIVERSITAS. LEMBAGA | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER (IAIN| PAREPARE
Turusan L HUKUM PIDANA ISLAM

LAMAT “JL MAHA RAJA DINDA, KEC, MALINAU UTARA, KAB. MALINAU

| UNTUR :ww-mmxmw.amw

JUDLL PENTLITIAN

PENANGANAN TINDAK PIDANA [ :
BAWAM UMUR KOTA memvmmm«.‘: o

LOKAS! PENELITIAN - PENGADILAN NEGERI PAREPARE

LAMA FENELITIAN . 07 Juni 2021 0.4 07 Juli 2001 *
A Rexomencas Proeutian Derie wama pentiten borangeung

Diketisacean o Parepare
Pada Tangoal : 09 Juni 2021
PALA DINAS PENANAMAN MODAL
gn'muuu TERPADU SATU PINTU

N 19620915 198101 2 0oy




% 5

109

PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122
Telp / Fax (0421) 21011 — 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id
. e ————

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22.U2/3 %0 JHKVI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare,
dengan int menerangkan bahwa :

Nama : RENALDI!
Nim . 17.2500001
Prog. Studi : HUKUM PIDANA ISLAM

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare,
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota
Parepare (Analisis Figh Jinayah)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

,g:;:;?ggare, 7 Juli 2021
-3
. WA

mestinya.

USNUA KHATIMAH, S.H., M.H, {4

‘ KH
NIP. 19781031200212002



110

Dokumentasi




111

RIWAYAT HIDUP
Renaldi, lahir di Tolitoli, pada tanggal 1 Juni 2000.
Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Abduh

Karim dan Intan. Pendidikan Formal dimulai dari SDN 190

Mattirobulu tahun 2011, SMPN 1 Mattirobulu tahun 2014
dan SMAN 7 Mattirobulu tahun 2017, kemudian penulis
melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas dan lImu Hukum Islam, Program Studi
Hukum Pidana Islam (Jinayah). Pada semester akhir tahun 2021 penulis
menyelesaikan studinya dengan judul skripsi “Penanganan Tindak Pidana
Penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare oleh Anak di Bawah Umur (Analisis
Figh Jinayah), selain pendidikan formal, penulis juga aktif dibeberapa organisasi
eksternal, diwaktu luang penulis juga menyempatkan menulis tulisan diblog

miliknya. “Nasrasialam.blogspot.com .

Email : Abdullahrenaldi3@gmail.com
Phone Number : 082349860402
Blogger . https://narasialam.blogspot.com.



mailto:Abdullahrenaldi3@gmail.com

